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 ALFIANI EKASARI, Nomor Pokok E121 10 251, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul : 
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
DI KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SOPPENG” di bawah 
bimbingan Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si dan Dr. Hj. Nurlina,M.Si 
 Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pelayanan 
Izin Mendirikan Bangunan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Soppeng serta bagaimana interaksi Kantor Pelayanan 
Terpadu dengan masyarakat dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan.  
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatf. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara studi kepustakaan dengan membaca 
buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media 
informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, serta 
ditunjang oleh data sekunder. 
 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng 
yang diterapkan telah sesuai dengan kebijakan yang diterapkan pada Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng. Terlihat dengan sistem, syarat dan 
mekanisme pelayanan Izin Mendirikan Bangunan berjalan  sesuai dengan 
aturan yang telah diatur. Dari segi waktu pengurusan Izin Mendirikan 
Bangunan, sebagian besar pemohon dilayani melebih waktu yang telah 
ditentukan yaitu tujuh hari kerja, dari segi biaya, pemohon tidak 
mengeluarkan biaya administrasi dalam pengurusan Izin yang ada adalah 
biaya retribusi.  Namun adanya kebiasaan masyarakat yang acuh dan 
bermasa bodoh menimbulkan praktek pencaloan yang semakin tinggi di 
Kabupaten Soppeng. Dikarenakan masyarakat lebih mementingkan urusan 
pribadi ketimbang mengurus Izin Mendirikan Bangunan yang dibutuhkan 
sehingga lebih memilih untuk mewakili dirinya kepada orang lain untuk 
mengurus perizinan tersebut dengan bayaran yang lebih sedikit mahal. 
Pastisipasi masyarakat yang kurang menjadi kendala tersendiri dalam 
pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Soppeng. Interkasi 
antara Kantor Pelayanan Terpadu dengan masyarakat berjalan dengan 
lancar, baik itu interaksi administrasi maupun interkasi teknis. Masyarakat 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan aparat playanan memberikan 










Alfiani Ekasari, ID Number E121 10 251, Government Science of Political 
Science of Government Department, Faculty of Social and Political Science 
Hasanuddin University, arrangers a thesis with the tittle : “Implementasi 
Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Soppeng” supervised by Dr. H. A. Samsu Alam,M.Si dan 
Dr. Nurlinah, M.Si. 
 The aim of this research are to know how does the service system of 
Construction Permits who presented by Integrated Service Center in 
Kabupaten Soppeng and how does the interaction of Integrated Service 
Center toward the society in giving Construction Permits. 
 In this research, the writer uses descriptive qualitative research. The 
methods of collecting data uses observation, interview, literature study from 
reading te books, magazines, newspapers, documents, regulation, another 
media information who relavant abaout the problems in this researh and also 
supported by secondary data.  
 The result of this research shows that the service system of 
Construction Ppermits is applied in Integrated Service Center in Kabupaten 
Soppeng has been in accordance with the regulation who is applied in 
Intergrated Service Center in Kabupaten Soppeng. According to the system, 
the requirement and mechanism of Construction Permits is running in 
accordance with the regulation. In terms of time of dealing the Constraction 
Permits, most of the applicants are served more longer evceeds the specified 
time, it is seven working days. While in terms of cost, the applicants don’t pay 
the administrative costs for obtaining Construction Permits, but they only pay 
a levy cocts. However, society’s habits are indifferent an apathetic bring 
brokering practices becomes increasingly higher in Kabupaten Soppeng. It is 
because the society are more concerned with their personal matters instead 
of dealing the Construction Permits, so they prefer to rely on the others to 
take care of the Construction Permitseventhough they have to pay higher 
prices. The Lack of society is running smoothly, both the administrative 
interaction and technical interaction. The society get the necessary 
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1.1 Latar Belakang Penelitian 
Perjalanan reformasi sudah memasuki tahun kesepuluh, dan tuntutan 
mendasar dari reformasi juga salah satunya memperbaiki pelayanan publik 
yang selama ini sangat bobrok dan banyak diskriminasi didalamnya di masa 
Orde Baru. Pelayanan Publik diartikan sebagai, pemberian layanan 
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 
ditetapkan.  
Hakikat pemerintahan adalah pelayanan kepada rakyat dan ia bukan 
untuk melayani diri sendiri namun memberikan pelayanan kepada rakyat. 
Publik services oleh birokrasi adalah salah satu perwujudan dari fungsi 
aparatur negara sebagai abdi negara. Setelah era reformasi, tantangan 
birokrasi sebagai pemberi pelayanan kepada rakyat mengalami suatu 
perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan didalam masyarakat 
itu sendiri.  
Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, 
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan 
dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi empat aspek 
pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
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kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan 
ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial. Dan diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri 
Pemberdayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 yang menguraikan 
pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.  
“Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui 
aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang 
senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Bukan 
hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah berkembang lebih 
luas pada tatanan organisasi pemerintahan.” ( 
Sinambela,2006:42-43) 
 
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dibutuhkan suatu 
pelayanan publik untuk mengakomodasi semua kebutuhan dan kepentingan 
pihak yang membutuhkan pelayanan tersebut. Pemerintah yang berperan 
sebagai penyelenggara pelayanan perlu meningkatkan kualitas pelayanan 
dengan keutamaan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Ini sangat 
penting mengingat kepuasaan masyarakat menjadi tolak ukur dari 
keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh organisasi publik.  
Penyelenggaraan pelayanan publik harus benar-benar dapat 
mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan 
yang baik serta bertanggung jawab. Pemerintahan sebagai penyelenggara 
pelayanan publik yang utama seharusnya dapat memberikan pelayanaan 
publik yang tidak berbelit-belit, transparan, serta akuntabel.     
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Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak 
dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang 
diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai 
keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat 
menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintahan. 
Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat. Untuk itu 
pemerintah memang harus membenahi diri dalam memberikan pelayanan 
publik kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan.  
Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga 
memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggaraan pelayanan 
publik yang profesional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah 
Pusat maupun pemerintah daerah adalah bagaimana memberi pelayanan 
publik yang mampu memuaskan masyarakat. Adanya implementasi kebijakan 
desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang tertuang dalam UU 
tentang Pemerintahan Daerah menyebut bahwa pemerintah mempunyai 
tanggung jawab, kewenangan, dan menetukan standar pelayanan minimal , 
hal ini mengakibatkan setiap Daerah (Kotamadya/Kabupaten) di Indonesia 
harus melakukan pelayanan publik sebaik-baiknya dengan standar minimal.  
Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang 
berkualitas dari birokrat, mestipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai 
dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama 
ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. 
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Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan pihak 
yang melayani bukan yang dilayani. Oleh karena itu, pada dasarnya 
dibutuhkan reformasi pelayanan publik yang mengembalikan dan 
mendudukkan pelayan dan yang dilayani ke pengertian sesungguhnya. 
Pelayanan yang seharusnya ditunjukkan pada masyarakat umum kadang 
menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri 
sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. 
Artinya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya 
kepada masyarakat. 
Suatu gejala umum dari semua tingkatan birokrasi yaitu adanya 
perilaku dengan kecenderung orientasi keatas sehingga menyebabkan 
terjadinya sentralisasi pada pusat-pusat birokrasi, yang pada gilirannya 
menimbulkan praktek patrimonialisme pada semua jenjang birokrasi. Dengan 
demikian dalam rangka merealisasikan atau mengimplementasikan 
kebijaksanaan, para birokrat seringkali tidak berdasarkan aturan serta tujuan 
yang telah ditentukan, bahkan adakalanya kebijakan tersebut tidak 
terimplementasikan.  
Birokrasi sering memperlihatkan dirinya sebagai master atau boss 
yang berwenang mengatur, mengendalikan dan mengotrol perilaku politik 
rakyat bukan sebagai pelayanan masyarakat. Padahal jika dipandang 
sebagai konteks hubungan kekuasaan, birokrasi pada dasarnya merupakan 
mata rantai yang menghubungkan pemerintah dengan rakyatnya. Birokrasi 
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pada dasarnya merupakan alat rakyat yang bekerja untuk kepentingan rakyat 
secara keseluruhan. Dalam posisi demikian, maka tugas birokrasi adalah 
merealisasikan setiap kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian 
kepentingan masyarakat. Sementara saat ini masyarakat sangat 
membutuhkan pelayanan publik yang baik , mudah dan cepat guna untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat terkhususnya dibidang pelayanan 
perizinan.  
Pemerintah menyadari betul bahwa masyarakat saat ini sangat 
membutuhkan pelayanan publik yang baik guna memenuhi kebutuhan yang 
terus berkembang. Ini tampak dari lahirnya Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu yang mendorong sejumlah Pemerintah Daerah 
membangun Pusat Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang kemudian disebut 
UPT (Unit Pelayanan Terpadu). Demikian juga dengan pemerintah di Daerah 
Kabupaten Soppeng sangat menyadari tentang kebutuhan akan pelayanan 
publik yang baik terkhusus dibidang perizinan. Kewajiban memberikan 
pelayanan yang baik, prima sesuai dengan azas, prinsip dan tujuan 
pelayanan yang baik kepada publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Peraturan Daerah 
Nomor 04 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng  membentuk 
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng. Kemudian Pemerintah 
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Kabupaten Soppeng membuat Peraturan Bupati Soppeng Nomor 17/PER-
BUP/XI/2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu pada 
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng dan telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nomor 1/PER-BUP/I/2012 merupakan petunjuk teknis 
dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang diterapkan oleh 
Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten Soppeng. Kebijakan tersebut 
diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada 
masyarakat. 
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng  berdasarkan 
Peraturan Bupati Nomor 32/PERBUP/XII/2013 tentang Perubahan Peraturan 
Bupati Soppeng Nomor 19/PER-BUP/XII/2011 tentang Pelimpahan Sebagian 
Wewenang Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada 
Kantor Pelayann Terpadu Kabupaten Soppeng mengurus segala bentuk 
perizinan dan non perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah 
melalui Kantor Pelayanan Terpadu memberikan kemudahan kepada 
masyarakat dalam hal pengurusan perizinan. Hal tersebut merupakn respon 
dari pemerintah sebagai kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan.   
Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis pelayanan yang paling 
sering dilakukan oleh masyarakat, mulai dari golongan strata ekonomi yang 
paling rendah sampai pada status ekonomi yang tingkat tinggi, semuanya 
melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan. Karena berdasarkan 
ketentuan UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG), rumah 
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tinggal tunggul, rumah tinggal deret, rumah susun dan rumah tinggal 
sementara untuk hunian termasuk dalam kategori bangunan gedung. Setiap 
bangunan gedung harus memiliki persyaratan administratif sesuai dengan 
fungsi bangunan gedung (pasal 7 ayat 1 UUBG). Persyaratan administratif 
bangunan gedung meliputi persyaratan atas hak status tanah, status 
kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan (pasal 7 ayat 2 
UUBG). Setiap masyarakat khususnya di Kabupaten Soppeng akan 
melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan sebagai kelengkapan dan 
persyarakat pada saat akan melakukan pembangunan rumah.   
Kantor Pelayanan Terpadu saat ini dengan sistem pelayanan terpadu 
satu pintu belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada 
masyarakat. Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 
17/PER-BUP/XI/2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu 
Pintu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng dan telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 1/PER-BUP/I/2012 belum dapat diterapkan 
sesuai dengan semestinya. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya 
masyarakat yang melakukan pengurus Izin Mendirikan Bangunan melalui 
perwakilan yang telah ditunjuk oleh masyarakat. Padahal pada hakekatnya 
Kantor Pelayanan Terpadu dibentuk untuk memberikan kemudahan 
pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat masih merasa membuang 
waktunya hanya untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan dengan itu 
pemohan memberikan kewenangan kepada Dinas Teknis terkait dalam hal ini 
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Dinas Pekerjaan Umum untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan  ataupun 
kepada keluarganya tanpa memikirkan biaya yang dikeluarkan, meskipun 
biaya tersebut melampau batas biaya yang telah diatur dalam undang-
undang ataupun peraturan daerah yang berlaku. Untuk itu penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian mengenai  “Implementasi Kebijakan Pelayanan 
Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten 
Soppeng”. 
1.2 Rumusan Masalah  
1. Bagaimanakah sistem pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di 
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng ? 
2. Bagaimanakah interaksi Kantor Pelayanan Terpadu dengan 
masyarakat dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di 
Kabupaten Soppeng ? 
1.3 Tujuan Penelitian  
Mengacu pada rumusan penelitian, maka tujuan penelitian adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten 
Soppeng. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis interaksi Kantor Pelayanan 
Terpadu dengan masyarakat dalam pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan di Kabupaten Soppeng.  
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1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Manfaat Teoritis, sebagai bahan kemajuan ilmu, khususnya Ilmu 
Pemerintahan yang berkaitan dengan pemerintah terhadap 
pendidikan di Indonesia dalam memberikan kontribusi sebagai 
pengembangan ilmu pemerintahan. 
b. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan khususnya di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten 














Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek 
konseptual - teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai konsep teori 
yang dijadikan sebagai alat analisis terhadap masalah yang diangkat dalam 
skripsi ini dan dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai kerangka 
konseptual yang akan digunakan pada penulisan skripsi ini.  
2.1 Tinjauan tentang Pelayanan Publik 
Produk dari organisasi pemerintah adalah pelayanan masyarakat. 
Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu 
berupa layanan civil, maupun layanan publik. Artinya kegiatan pelayanan 
pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak.   
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelayanan memiliki tiga 
makna, (1) perihal atau cara melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang 
lain dengan memperoleh imbalan (uang); (3) kemudahan yang diberikan 
sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.   
”Menurut Moenir (2001:47), pelayanan hakikatnya adalah 
serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses, sebagai 
proses pelayanan berlangsung secara rutin dan 
berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan dalam 
masyarakat”. 
 
Napitupulu (2007:164) menerangkan bahwa : 
“Pelayanan adalah serangkaian kegiatan suatu proses 
pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan 
berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak berwujud, 
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cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada memiliki, dan 
pelanggan lebih dapat berpartisipasi dalam proses 
mengkonsumsui jasa tersebut”. 
 
Dijelaskan oleh Gronroos (dalam Ratminto 2005:2) 
“Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas 
yang bersifat tidak kasat mata ( tidak dapat diraba) yang terjadi 
sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan 
karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh organisasi 
pemberi layanan yang dimaksudnya untuk memecahkan 
permasalahan konsumen atau pelanggan”.   
 
Berdasarkan uraian diatas, maka pelayanan dapat disimpulkan 
sebagai kegiatan yang dilakukan suatu organisasi yang ditujukan untuk 
konsumen atau masyarakat umum yang berbentuk jasa untuk memenuhi 
kebutuhan.  
 Publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum, 
masyarakat atau orang banyak. 
Frederickson (1997:46) menjelaskan konsep publik dalam lima 
perspektif, yaitu: 
“(1) Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat 
sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan 
kepentingan masyarakat, (2)Publik sebagai pemilih yang 
rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang 
berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri, (3) 
Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu 
kepentingan publik diwakili melalui suara, (4) Publik sebagai 
konsumen, yaitu konsumen yang sebenarnya tidak terdiri dari 
individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun 
dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan 
pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap 
sebagai publik, dan (5) Publik sebagai warga Negara, yaitu 
warga Negara dianggap sebagai publik karena partisipasi 
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masyarakat dalam seluruh proses penyelenggaraan 
pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting”. 
 
 Pelayanan Publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai 
segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa 
publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan 
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik, ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 :  
“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaiang kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif 
yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. 
 
Pelayanan Publik menurut Roth (1926:1 ) adalah  
“Pelayanan Publik didefinisikan sebagai layanan yang tersedia 
untuk masyarakat baik secara umum (seperti di museum) atau 
secara khusus (seperti di restoran makan).  
 
 Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik sebagai 
berikut:  
“Pelayanan Publik adalah kepercayaan publik. Warga negara 
berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran 
dan pengelolaan sumber penghasilan dengan tepat, dan dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap publik. Pelayanan publik yang 
adil dan dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan 
kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai 
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pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan 
pemerintahan yang baik”.  
 
 Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik yaitu  
(Bharata,2004:11) :  
“1. Penyedia Pelayanan, pihak yang dapat memberikan suatu 
layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam 
bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-
jasa (services) 
2. Penerima Layanan, yaitu mereka yang disebut konsumen 
(costomer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari 
penyedia layanan.  
3. Jenis Layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh 
penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.  
4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia 
layanan haru mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu 
kepuasan pelanggan. Hal ini sangat pening dilakukan karena 
tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya 
sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau 
jasa yang mereka nikmati”. 
 
Departemen Dalam Negeri (2004) menyebutkan “pelayanan publik 
adalah pelayanan umum”, kemudian mendefenisikan “pelayanan umum 
sebagai suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu 
yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan 
dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa 
barang dan jasa”. 
2.2 Tinjaun tentang Izin Mendirikan Bangunan  
Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan kepada 




Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada pasal 1 ayat 5 :  
“Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, 
adalah perizinan yang diberilkan oleh pemerintah daerah 
kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitas/renovasi, 
dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan 
sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
yang berlaku”. 
 
Izin Mendirikan Bangunan atau IMB adalah izin yang diberikan untuk 
kegiatan membangun. Izin ini dapat diterbitkan bila rencana bangunan dinilai 
telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertahanan, aspek 
planologis, aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan, dan aspek 
lingkungan.  
Selanjutnya dijelaskan Izin Mendirikan Bangunan adalah sebuah izin 
untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah atau merenovasi 
suatu bangunan, termasuk izin kelayakan membangun yang dikeluarkan 
pemerintah daerah.  
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 24 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung : 
“Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang 
diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan 
gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemili gedung 
untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, 
dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan 







2.3 Tinjauan tentang Implementasi  
Perhatian terhadap masalah implementasi dilatarbelakangi oleh suatu 
kenyaaan dimana terdapat penerapan kebijaksanaan yang telah ditetapkan 
secara nasional ternyata tidak atau kurang mencapai sasaran sebagaimana 
mestinya.  
Syukur Abdullah mengemukakan bahwa :  
“Dalam studi organisasi dan management juga dikemukakan 
kurang berimbangnya yang diberikan pada segi perencanaan 
dan implementasi”.  
 
 Hal ini menandakan bahwa studi implementasi merupakan hal baru, 
dimana belum dilengkapi dengan peralatan analisa dan metode pengambilan 
keputusan yang maju.  
 Impelmentasi diartikan sebagai realisasi dari rencana yang ditetapkan 
sebelumnya. Lebih jauh Van Meter dan Van Horn ( The policy Implementation 
process 1978), seperti dikutip oleh Abdul Wahab Solichin mengemukakan 
pengertian implementasi sebagai berikut :  
“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 
individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah 
atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 
yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.   
 
 Dari definisi di atas menunjukkan bahwa implementasi adalah aspek 
operasional dari rencana atau penerapan berbagai program yang telah 
disusun sebelumnya, mulai dari penerapan langkah sampai pada hasil akhir 
yang dicapai sebagai tujuan semula. Berdasarkan definisi di atas pula, dapat 
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disimpulkan bahwa dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat 
tiga unsur penting yaitu :  
1. Adanya program kegiatan/kebijaksanaan yang dilakukan. 
2. Target grup/kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan 
diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. 
3. Unsur pelaksana/implementer, baik organisasi maupun 
perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan 
pengawasaan dari proses implementasi tersebut. 
 
Implementasi adalah konsep yang sangat luas dan kompleks. Banyak 
ahli yang mencurahkan perhatiannya mempelajari implementasi sebagai 
manajemen terbaik terhadap program, sama sekali bukan konsep sosial yang 
abstrak.  
Pengertian tersebut mengandung makna bahwa impementasi adalah 
suatu keharusan yang segera diambil dari langkah-langkah konkriet setelah 
keputusan ditetapkan.  
Sondang P Siagiang dalam bukunya “ Analisa serta perumusan 
kebijaksanaan dan strategi organisasi” memberikan pengertian implementasi 
sebagai berikut :  
“.... Desain dan pengelolan berbagai sistem yang berlaku dalam 
organisasi untuk mencapai tingkat tertinggi dari seluruh unsur 
yang terlibat yaitu manusia, struktur, proses adminstrasi, dan 
manajemen, dana serta daya, kesemuanya dalam rangka 
pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi”     
 
2.4 Tinjauan tentang Kebijakan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
“Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang 
menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan 
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suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang 
pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, 
prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha 
mencapai sasaran”. 
 
Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008: 7) 
mendefinisikan, 
“Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang 
diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 
lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan 
(kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap 
pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka 
mencapai tujuan tertentu”. 
 
 Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan 
perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting 
dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan 
apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam 
beberapa kegiatan pada suatu masalah. 
Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri 
masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. 
Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) 
memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : 
1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan 
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari 
administrasi 
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan 
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya 
tindakan 
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai 
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik 
eksplisit maupun implisit 
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7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung 
sepanjang waktu 
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar 
organisasi dan yang bersifat intra organisasi 
9. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci 
lembaga-lembaga pemerintah 
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. 
 
Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term) 
mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri 
Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai 
untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita 
mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. 
Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat 
bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah 
lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, 
ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 : 
11). 
Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus 
dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan 
yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian 
kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, 
sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.  
James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) 
mengungkapkan bahwa kebijakan adalah  
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“ a purposive course of action followed by an actor or set of 
actors in dealing with a problem or matter of concern” 
(Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang 
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok 
pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). 
 
Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi 
Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada 
apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau 
dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara 
kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti 
pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. 
Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga 
menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian 
kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi 
bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri 
sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa 
mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena 
pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan 
bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. 
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang 
sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau 
pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya 
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pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan 
tujuan tertentu. 
2.5 Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan 
 Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, 
merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-
undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna 
pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur 
dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya 
untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.  
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 
kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk 
mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang 
ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program 
atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan 
tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan 
Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas 
atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik 
yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, 
Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan 
Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160).   
Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila 
tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah 
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dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan 
tersebut. 
a. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan 
Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan 
negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan 
Lewis A.Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab , yaitu : 
a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi 
pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang 
serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, 
politis dan sebagainya 
b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-
sumber yang cukup memadai 
c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar 
tersedia 
d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh 
suatu hubungan kausalitas yang handal 
e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit 
mata rantai penghubungnnya 
f. Hubungan saling ketergantungan kecil 
g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap 
tujuan 
h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang 
tepat 
i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna 
j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat 
menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 
(Solichin Abdul Wahab,1997:71-78 ). 
 
Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip 
oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, 
yaitu : 
1) Komunikasi. 
Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi 
kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity).  
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Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan 
adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimlementasikan 
keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah 
dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah 
dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi 
kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk 
pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para 
pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. 
Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah 
konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung 
efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten 
dan jelas. 
2) Sumber-sumber. 
Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi 
kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian 
yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang 
dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan 
pelayanan publik. 
3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku. 
Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-
konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. 
Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan 
tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, 
kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan 
sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan 
awal. 
4) Struktur birokrasi. 
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering 
bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik 
itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta 
(Budi Winarno,2012: 179 - 206). 
 
Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan 
Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung 
implementasi kebijakan yaitu: 
a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan. 
Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu 
program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur 
karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami 
kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. 
23 
 
b) Sumber-sumber Kebijakan 
Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau 
perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar 
implementasi yang efektif. 
c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan 
pelaksanaan 
Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan 
ketepatan komunikasi antar para pelaksana. 
d) Karakteristik badan-badan pelaksana 
Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan 
struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan 
mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. 
e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik 
Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-
badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan. 
f) Kecenderungan para pelaksana 
Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana 
kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian 
kebijakan (Budi Winarno, 2012: 159 -168). 
 
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan 
dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus 
dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. 
Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, 
masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik 
dikarenakan : 
a) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-
keputusan badan-badan pemerintah; 
b) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; 
c) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, 
konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang 
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan; 
d) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena 
kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi; 
e) Adanya sanksi-sanksi tertentu yaang akan dikenakan apabila 





b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 
Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai 
beberapa faktor penghambat, yaitu: 
a) Isi kebijakan 
Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya 
isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup 
terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau 
program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali 
tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun 
ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, 
kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga 
menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat 
berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan 
implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena 
kekurangankekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber 
daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana 
dan tenaga manusia. 
b) Informasi 
Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para 
pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi 
yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan 
perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya 
akibat adanya gangguan komunikasi. 
c) Dukungan 
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila 
pada pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk 
pelaksanaan kebijakan tersebut. 
d) Pembagian Potensi 
Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi 
suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian 
potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. 
Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan 
wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi 
pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila 
pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan 
dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya 





Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang 
kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat 
dalam implementasinya. 
Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, 
faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan 
melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu : 
a) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, 
dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau 
kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu; 
b) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau 
perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau 
pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengaan 
peraturan hukum dan keinginan pemerintah; 
c) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat 
diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang 
bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum; 
d) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” 
kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, 
yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum 
atau kebijakan publik; 
e) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) 
dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau 
kelompokkelompok tertentu dalam masyarakat. (Bambang 
Sunggono, 1994 : 144-145). 
 
Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan 
mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata 
lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus 
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga 
apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan 
pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif. 
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c. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan 
Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi 
kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam 
pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang 
memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan 
dapat terlaksana dengan baik, yaitu : 
a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana 
terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan 
antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis 
atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. 
b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. 
Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, 
jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik 
dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan 
perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi 
yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguangangguan atau 
hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan 
hukum. 
c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan 
suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-
undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang 
oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan 
gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaannya. 
d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan 
adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan 
perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh 
peraturan perundangundangan (Bambang Sunggono, 1994 : 
158). 
 
2.6 Tinjaun tentang Pelayanan Terpadu  
Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik  
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“Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
Pelayanan terpadu ini terbagi atas: 
1. Pelayanan terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan yang 
diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis 
pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses, dan dilayani 
melalui beberapa pintu; 
2. Pelayanan terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan yang 
diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis 
pelayanan yang memiliki keterkaitan proses, dan di layani melalui 
satu pintu; 
3. Gugus Tugas, yaitu pola pelayanan yang diselenggarakan oleh 
petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk 
gugus tugas, yang ditempatkan pada suatu lembaga dan lokasi 
pelayanan tertentu. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang 
pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditertibat sebagi 
upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dapat proses 
pelaksanaan pelayanan publik khususnya dibidang perijinan.  
Dalam pasal 1 ayat 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 




“Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah 
kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang 
proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai 
ke tahap terbitnya dokumen yang di lakukan pada satu tempat”. 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik, sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan: 
a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada 
Masyarakat;  
b. Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;  
c. Memperpendek proses pelayanan;  
d. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, 
transparan, pasti, dan terjangkau; dan  
e. Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk 
memperoleh pelayanan.  
Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 
tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai 
penjabaran Inpres No. 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim 
Investasi, merupakan bagian dari upaya mencapai kualitas pelayanan publik 
dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 
memperoleh layanan publik. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu 
merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang 
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proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap 
terbitnya dokumen yang di lakukan pada satu tempat. 
Secara lebih spesifik lagi,layanan terpadu satu pintu ini adalah sebagai 
upaya pemerintah untuk: 
1. Penyederhanaan Pelayanan, yaitu upaya penyingkatan terhadap 
waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan. 
2. Perbaikan iklim investasi dengan mendorong perkembangan usaha 
mikro, kecil dan menengah melalui penyederhanaan pelayanan. 
3. Mengupayakan pemberantasan KKN di ruang lingkup pelayanan 
publik,yang selama ini masih menjadi penghalang untuk perbaikan 
kualitas pelayanan publik di Negara ini. 
Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, 
Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan layanan meliputi: 
a. pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan 
oleh PPTSP; 
b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi 
standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;  
c. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam peraturan daerah; 
d. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap 
tahapan prosespemberian perizinan dan non perizinan sesuai 
dengan urutan prosedurnya; 
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e. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama 
untuk dua atau lebih permohonan perizinan; 
f. Pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan 
yang berlaku; dan 
g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi 
dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan. 
2.7 Kerangka Konseptual 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan 
bagian dari upaya mencapai kualitas pelayanan publik dan memberikan 
akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan publik. 
Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu merupakan kegiatan 
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya 
dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen yang di 
lakukan pada satu tempat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat 9: 
“Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan 
pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan 
dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian 





 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Pemerintah Kabupaten Soppeng, membentuk Kantor Pelayanan Terpadu 
sebagai upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.  
 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 17/PER-BUP/XI/2011 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu pada Kantor Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Soppeng dan telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 1/PER-BUP/I/2012 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 
04 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga 
Tekhnis Daerah disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai 
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya yang terkait dengan 
pelayanan terpadu berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  
 Kantor Pelayanan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas bupati 
dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, dipimpin oleh Kepala 
Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 
melalui sekretaris daerah.  Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dibantu oleh 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi 
Pengelolahan data dan Pemeriksaan, Kepala Seksi Pemrosesan, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional dimana masing-masing kepala seksi 
membawahi staf pelaksana. 
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 Kantor Pelayanan Terpadu melayani jenis perizinan dan non perizinan 
yaitu  
a. Perizinan meliputi :  
1. Persetujuan prinsip  
2. Izin Lokasi  
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  
4. Izin Gangguan (HO) 
5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 
6. Izin Usaha Industri (IUI) 
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
9. Tanda Daftar Industri (TDI) 
10. Tanda Daftar Gudang (TDG) 
11. Izin Penempatan Reklame  
12. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras 
13. Izin Usaha Jasa Konstruksi 
14. Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik Masyarakat  
15. Izin Pemanfaatan kayu Milik 
16. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan bukan Kayu ( getah pinus, sarang 
walet, rotan) 




18. Izin Pengelilaan Hutan ke Masyarakat  
19. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu sampai 200 m3/thn  
20. Izin Rumah Bersalin 
21. Izin Balai Pengobatan  
22. Izin Pndirian Apotek 
23. Izin Pendirian Optik  
24. Izin Pendirian Toko Obat 
25. Izin Penelitian  
26. Izin Penggunaan Gergaji Piring dan Gergaji Rantai 
27. Izin Penggunaan Gergaji Pita dan sejenisnya 
28. Izin Kuasa Pertambangan (KP) atau Izin Usaha Pertambangan 
(IUP) Mineral dan Batu Bara 
29. Izin Usaha peternakan  
30. Izin Usaha Perikanan (penangkapan dan budidaya ikan) 
b. Non Perizinan meliputi :  
1. Rekomendasi Bengkel  
2. Rekomendasi TV Kabel 
3. Rekomendasi Pemanfaatan Kayu Pemakaian Sendiri 
4. Rekomendasi Hasil Hutan bukan Kayu (HKBK) 




6. Rekomendasi Tekhnis untuk Penerbitan Izin Tempat Usaha 
(SITU) pangkalan minyak tanah dan elpiji 
7. Rekomendasi Tekhnis untuk Penerbitan Usaha Peternakan  
8. Rekomendasi Teknis untuk Penerbitan Usaha Perikanan 
9. Rekomendasi Tambang Galian C 
10. Rekomendasi Tekhnis Tempat Usaha Penyaluran Pupuk dan 
Pestisida 
11.  Rekomendasi Tekhnis Tempat Usaha Penggilingan Padi 
Berkaiatan dengan penelitian ini, yang akan lebih dibahas tentang 
pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. Sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Soppeng Nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu dijelaskan pada BAB III Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
mengenai segala bentuk dan aturan persyaratan pemberian Izin Mendrikan 
Bangunan. Pelayanan Izin Mendrikan Bangunan merupakan salah satu 
perizinan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat, mulai dari golongan 
streatus ekonomi yang rendah sampai pada status ekonomi yang tinggi, 
semuanya melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan.   
Proses penyelenggaraan pemerintah yang baik dapat dilihat dari 
pelayanan publik yang diberikan kepada masyakat. Sistem pelayanan 
terpadu satu pintu yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu 
memberikan pelayanan yang transparansi, mudah, cepat dan pasti kepada 
masyarakat khususnya pada pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.  
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Dalam penelitian ini, untuk lebih jelasnya tercantum dalam kerangka 





















Sistem Pelayanan Terpadu 
(Peraturan Bupati Soppeng Nomor 
17/PER-BUP/XI/2011 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu satu Pintu pada Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten 
Soppeng dan telah diubah dengan 



















3.1 Lokasi penelitian 
Berdasarkan judul penelitian yang diangkat maka penelitian ini akan 
dilaksanakan di Kabupaten Soppeng yaitu di Kantor Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Soppeng. 
3.2 Tipe Penelitian  
Tipe penelitian yang digunakan adalah deskrptif kualitatif yaitu suatu 
tipe penelitian yang memberi gambaran, pemahaman dan penjelasan 
mengenai bagaimana sistem pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dan 
interksi Kantor Pelayanan Terpadu dengan masyarakat di Kabupaten 
Soppeng melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. 
3.3 Sumber Data  
a. Data Primer 
- Hasil Observasi Visual, dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
kondisi keberadaan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten 
Soppeng. 
- Hasil wawancara, dilakukan pada responden dari sisi pengambil 
keputusan, pelaksana dan pengguna layanan  sesuai keperluan 
penelitian. Dengan tujuan akhir untuk mengetahui dan 




b. Data Skunder, data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, 
catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi yang di 
peroleh dari Kantor Pelayanan Terpadu atau instansi terkait. 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi langsung 
Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan 
langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di 
lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan 
berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi 
lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau 
kondisi yang ada di lapangan. 
b. Wawancara mendalam  
Wawancara ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, 
tetapi dengan pertanyaan yang semakin terfokus dan mengarah 
pada kedalaman informasi. Dalam hal ini peneliti dapat bertanya 
kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di 
samping opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Dalam 
berbagai situasi,peneliti dapat meminta responden untuk 
mengetengahkan pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu 
dan dapat menggunakan posisi tersebut sebagai dasar penelitian 
selanjutnya. Kelebihan mencari data dengan cara wawancara, 
dapat diperoleh keterangan yang tidak dapat diperoleh dengan 
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metode yang tidak menggunakan hubungan yang bersifat 
personal. Semakin bagus pengertian pewawancara dan semakin 
halus perasaan dalam pengamatannya itu, semakin besar pula 
kemampuannya untuk memberikan dorongan kepada subjeknya. 
Lagi pula, semakin besar kemampuan orang yang diwawancarai 
untuk menyatakan responsnya, semakin besar proses 
intersimulasi itu. Tiap-tiap respon atau tanggapan yang verbal dan 
reaksinya dinyatakan dengan kata-kata dapat memberikan banyak 
pikiran-pikiran yang baru. Suatu jawaban bukanlah jawaban atas 
suatu pertanyaan saja, melainkan merupakan pendorong 
timbulnya keterangan lain yang penting mengenai peristiwa atau 
objek penelitian. Semakin besar bantuan responden dalam 
wawancara, maka semakin besar peranannya sebagai informan. 
Dalam hal ini, informan kunci seringkali sangat penting bagi 
keberhasilan studi kasus. Mereka tidak hanya bisa memberi 
keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa 
memberi saran tentang sumber-sumber bukti lain yang mendukung 
serta menciptakan akses terhadap sumber yang bersangkutan. 
c. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, 
majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan 




3.5 Informan Penelitian  
Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku 
yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam 
penelitian ini di pilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung 
dalam proses pelaksanaan perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Soppeng.  
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive 
sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud 
atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil 
tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan 
dilakukan. 
Adapun yang menjadi menjadi informan pada penelitian ini adalah  
- Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng, Bapak 
Drs. A. Makkaraka, M.Si 
- Pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng :  
1. Kasi Pelayanan : Hj. A. St. Halija, S.Sos 
2. Kasubag Tata Usaha : Mukhnis, S.Sos, MM 
3. Front Office :Samsuar   
4. Tim Teknis : Kahar 
- Masyarakat Kabupaten Soppeng yang melakukan permohonan 




1. H. Rusman  
2. Sumarwin 
3. Makmur Demma, S.Pd 
4. A. Patongai  
5. Drs. Asis Makmur 
6. H. Alimin 
7. Asriadi 
3.6 Definisi Konseptual 
Definisi konseptual bertujaun untuk memberikan acuan terhadap 
pelaksanaan penelitian  agar memberikan kemudahan dalam mencapai 
tujuan penelitian ini antara lain : 
1. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberilkan oleh 
pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, 
rehabilitas/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan 
bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan 
teknis yang berlaku. 
2. Pelakasaan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan adalah 
penyelenggaraan pelayanan terpadu dimulai dari tahap 
permohonan sampai tahap terbitnya dokumen di kantor pelayanan 
terpadu Kabupaten Soppeng. 
3. Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng adalah perangkat 
dilingkup pemerintah daerah Kabupaten Soppeng yang bertugas 
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memberikan koordinasi dan pelayanan perizinan di Kabupaten 
Soppeng. 
4. Sistem pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
sistem pelayanan terpadu satu pintu, yaitu bentuk pelayanan 
perizinan dan non perizinan didaerah dengan sistem satu pintu 
yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan 
pengambilan formulir sampai ketahap terbitnya dokumen yang 
dilakukan dalam satu tempat.  
5. Peran masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
kesadaran masyarakat dalam mengajukan izin mendirikan 
bangunan sebagai syarat administratif bangunan gedung.  
6. Interkasi Kantor Pelayanan Terpadu dengan masyarakat yang 
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah adanya kepentingan 
diantara keduanya yaitu masing-masing memberikan hak dan 
kewajiban. Masyarakat menerima haknya dalam hal ini menerima 
Izin Mendirikan Bangunan sebagai syarat administrasi bangunan 
gedung dan Kantor Pelayanan Terpadu menjalankan kewajibannya 
melayani masyarakat terkhusus dibidang pemberian Izin 
Mendirikan Bangunan  
3.7 Analisis data 
Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan 
teknik deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian 
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dalam bentuk kata-kata lisan mau tertulis dari sejumlah data kualitatif. Data 
yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-
pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang diperoleh dari hasil 
observasi, wawancara dan studi kepustakaan, untuk memperjelas gambaran 


















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
Bab ini akan menjelaskan profil daerah penelitian dan hasil serta 
pembahasan penelitian. Profil daerah penelitian akan menyajikan dua gambaran 
umum, yaitu gambaran umum daerah Kabupaten Soppeng, dan gambaran umum 
Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Soppeng. Gambaran umum Kabupaten 
Soppeng mencakup keadaan geografis, kependudukan serta visi dan misi 
Kabupaten Soppeng. Sedangkan gambaran Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten 
Soppeng mencakup struktur organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten 
Soppeng, visi dan misi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng, personil 
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng, sarana dan prasarana Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng, jenis-jenis perizinan di Kantor Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Soppeng, dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng. 
Hasil penelitian akan menyajikan pembahasan mengenai dua rumusan 
masalah yang diangkat pada skripsi ini yaitu sistem pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng, dan Interaksi antara 
Kantor Pelayanan Terpadu dengan masyarakat dalam pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan di Kabupaten Soppeng. 
4.1 Profil Daerah Penelitian 
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Soppeng 
4.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 
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Secara geografis Kabupaten Soppeng terletak diantara 40 060 000 - 40 320 
000 Lintang Selatan 1190 420 180 - 1200 060 130 Bujur Timur dan berada sekitar 
180 km di sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan 
waktu tempuh sekitar empat jam menggunakan alat transportasi darat. Luas  
wilayah1.500 km2 yang terdiri dari daratan dan perbukitan. Luas daratan ± 700 Km² 
berada pada ketinggian rata-rata ± 60 meter di atas permukaan laut. Perbukitan 
yang luasnya ± 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata ± 200 meter di atas 
permukaan laut. Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng berada 
pada ketinggian ± 120 meter di atas permukaan laut. Temperatur udara di 
Kabupaten Soppeng berada pada kisaran ± 24o sampai dengan ± 30o dan keadaan 
angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Berdasarkan komposisi 
penggunaan lahan, 25.991 Ha atau sekitar 17,33 persen dimanfaatkan untuk areal 
persawahan, 28.003 Ha (17,34%) untuk tegalan dan kebun, 29.733 Ha (19,82%) 
merupakan hutan negara, 24.042 Ha (16,03%) merupakan hutan rakyat, dan 
selebihnya digunakan untuk lahan perkebunan, ladang, perumahan, jalanan, dan 
sebagainya. Secara rinci, pola penggunaan lahan sebagai berikut: 
 Sawah 25.991 Ha 
 Tegalan/kebun 26.003 Ha 
 Ladang/huma 4.359 Ha 
 Perkebunan 10.780 Ha 
 Hutan rakyat 27.087 Ha 
 Kolam/tebat/tambak 48 Ha 
 Tanah gembala/padang rumput 1.117 Ha 
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 Lahan sementara tdk diusahakan 2.669 Ha 
 Lainnya (pekarangan yang tidak ditanami pertanian) 8.758 Ha 
 Hutan negara 29.733 Ha 
 Rumah/pekarangan 4.307 Ha 
 Rawa-rawa yang tidak ditanami 70 Ha 
 Lainnya (jalan,sungai, danau dll) 9.977 Ha 
Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi 
Selatan yang tidak memiliki wilayah laut, dengan batas-batas wilayah Sebelah Utara 
berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, Sebelah Timur berbatasan dengan 
Kabupaten Wajo dan Bone, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone 
dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru. Di Kabupaten Soppeng 
terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi adalah Gunung Nene Conang 
dengan ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh gunung tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri 
sebagai jenis gunung merapi.  
4.1.1.2 Demografi 
Penduduk Kabupaten Soppeng tersebar pada 8 (delapan) wilayah 
kecamatan yang terdiri dari 49 desa, 21 kelurahan, 124 dusun, 39 lingkungan, 438 
RW dan 1.163 RT. Berdasarkan data statistik hingga akhir tahun 2009 jumlah 
penduduk Kabupaten Soppeng adalah 230.744 jiwa dengan rata-rata kepadatan 
wilayah sebesar 154 jiwa per km2.. Berikut adalah perkembangan penduduk 







Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2009 
 
 
Sumber : BPS KabupatenSoppeng 
Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng dari tahun 2005 sampai 2009 
mengalami peningkatan secara konsisten dari 225.984 jiwa menjadi 230.744 jiwa. 
Dalam kurun waktu tersebut, jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 2,11 
persen atau meningkat rata-rata 0,52 persen per tahun. 
Jika dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk 
di Kabupaten Soppeng didominasi oleh penduduk dengan jenis kelamin perempuan. 
Pada Tabel 4.2. dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Soppeng sejak tahun 
2005 didominasi oleh perempuan (52,95%), dan ternyata persentase jumlah 
penduduk perempuan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2009 
menjadi 53,15 persen. Meskipun demikian, secara absolut, jumlah penduduk lakilaki 
tetap mengalami peningkatan secara konsisten dari 106.317 jiwa pada tahun 2005 
menjadi 108.115 jiwa pada tahun 2009. Sedangkan jumlah penduduk perempuan 
juga terus mengalami peningkatan sampai tahun 2008, namun pada tahun 2009 
mulai mengalami penurunan menjadi 122.629 jiwa. Secara rinci perbandingan 
antara jumlah penduduk wanita dengan penduduk laki-laki dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
 


















1 2 3 4 5 
2005 106.317 47,05 119.667 52,59 
2006 106.923 47,05 120.350 52,95 
2007 107.350 47,05 120.831 52,95 
2008 106.806 46,54 122,696 53,46 
2009 108.155 46,85 122.629 53,15 
Sumber : BPS Kabupaten Soppeng 
 
4.1.1.3 Visi dan Misi 
4.1.1.3.1 Visi Pembangunan Daerah 
Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2015 adalah: 
”Terwujudnya Soppeng yang Lebih Maju, Berdaya Saing dan Religius”. 
Visi di atas memiliki tiga substansi pokok, yaitu: 
1. Lebih Maju, dimaknakan sebagai kondisi daerah yang maju dan 
masyarakat yang sejahtera, yang ditandai dengan posisi dan keadaan 
yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Kemajuan 
dimaksud diukur dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM), penurunan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM), peningkatan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, pemenuhan 
hak-hak dasar masyarakat, dan perwujudan tata kelola pemerintahan 
yang baik dan benar (good governance). 
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2. Berdaya Saing, diartikan sebagai kondisi wilayah atau daerah yang 
memiliki daya tarik dan daya saing, yang diukur dengan membaiknya 
sarana dan prasarana wilayah, meningkatnya penanaman modal 
daerah, meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, terkelolanya 
potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, dan 
membaiknya kualitas sumberdaya manusia. 
3. Religius, dimaknakan sebagai tatanan masyarakat yang agamis, 
menjunjung tinggi etika dan moralitas, cinta kerukunan dan 
kedamaian, saling menghargai dan toleran, serta menjunjung tinggi 
hak-hak sesama manusia, yang ditandai dengan menurunnya konflik 
vertikal dan horizontal, menurunnya angka kriminalitas, berkurangnya 
praktek-praktek KKN, dan menurunnya kasus pelanggaran Peraturan 
Daerah. 
4.1.1.3.2 Misi Pembangunan Daerah 
Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah di atas, maka dirumuskan 
Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng 2011-2015 sebagai berikut : 
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. 
Misi ini diarahkan, bukan hanya pada upaya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan PDRB per kapita dan 
pengeluaran per kapita, penurunan angka kemiskinan, serta 
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, tetapi juga akan memastikan 




2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Misi ini difokuskan pada 
upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan agar 
sumberdaya manusia, termasuk sumberdaya aparatur Kabupaten 
Soppeng dapat lebih kreatif, inovatif, kompetitif, dan profesional; 
3. Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang 
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Misi ini diorientasikan 
pada pengelolaan berbagai potensi sumberdaya alam, terutama 
pertanian dan pertambangan, yang lebih efisien, efektif dan produktif, 
dengan tetap mengedepankan prinsipprinsip pembangunan 
berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam dimaksud harus tetap 
senantiasa mendahulukan kepentingan masyarakat lokal; 
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana daerah. Misi ini 
bertumpu pada upaya untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing 
wilayah. Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai, 
terutama infrastruktur dasar, menjadi faktor penting untuk 
menggerakkan perekonomian daerah dan mendorong akselerasi 
pembangunan daerah pada semua aspek. 
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat 
otonomi desa. Misi ini mengedepankan upaya mewujudkan praktek 
pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip 
pemerintahan yang baik, terutama pada tiga elemen pokoknya, yaitu 
akuntabilitas, transparansi, yang dan partisipasi. Bersamaan dengan 
upaya itu, pemerintahan desa akan diperkuat keotonomiannya, 
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mengingat pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintahan 
yang paling dekat dengan masyarakat, khususnya dalam 
menyediakan dan memberikan pelayanan publik; 
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran dan 
harmonis. Misi ini mengutamakan upaya mewujudkan tatanan 
kehidupan masyarakat yang saling menghormati, penuh toleransi, 
hidup berdampingan secara damai, dan terbebas dari konflik. Misi ini 
menjadi prasyarat dasar bagi berlangsungnya seluruh aktifitas 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten 
Soppeng. 
4.1.2 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng 
 
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng dibentuk berdasarkan 
peraturan daerah Kabupaten Soppeng  Nomor 04 tahun 2008 tentang pembentukan 
lembaga tekhnis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng  dengan tugas pokok dan 
fungsinya sebagai berikut : 
1. Tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat spesifik di bidang 
Pelayanan Terpadu yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan 
kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang 
berlaku. 
2. Menyelenggarakan Fungsi yaitu: 




b. Pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan 
kewenangannya; 
c. Pelaksanaan pengolahan data dan pemeriksaan serta pemrosesan; 
d. Pelaksanaan validasi, legalisasi dan otorisasi pelayanan perizinan dan non 
perizinan sesuai dengan kewenangannya; 
e. Penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan 
pelayanan perizinan / publik; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugasnya. 
4.1.2.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten 
Soppeng.  
 
Kantor Pelayanan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam 
bidang pelayanan perizinan dan non perizinan , dipimpin oleh Kepala Kantor yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris 
daerah. Kantor Pelayanan Terpadu membawahi 30 macam dibidang perizinan dan 
non perizinan sebanyak 11 macam. 
Adapun susunan organisasi Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari:  
1. Kepala Kantor 
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
3. Kepala Seksi Pelayanan 
4. Kepala Seksi Pengolahan data dan Pemeriksaan. 
5. Kepala Seksi Pemrosesan. 
6. Kelompok Jabatan Fungsional.dimana masing-masing Kepala Seksi 





Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng 
 













4.1.2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng  
 
Visi adalah pandangan jauh kedepan tentang cita-cita yang ingin dicapai oleh 
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng, adapun Visi yang di koordinasikan 
oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng dirumuskan sebagai berikut : “ 
Prima Dalam Pelayanan Prizinan ”. 
Adapun Misi Kantor Pelayanan Terpadu dirumuskan sebagai berikut : 
a. Meningkatkan koordinasi dan standar mutu pelayanan perizinan; 
b. Mewujudkan profesionalisme pelayanan perizinan; 
c. Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk memiliki perizinan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
4.1.2.3 Personil Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Soppeng 
 
4.1.2.3.1 Personil Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng 
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng didukung oleh aparatur 
pelayanan perizinan dengan jumlah personil sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang. 
Terdiri dari Non PNS 18 ( delapan belas ) orang dan PNS sebanyak 13 ( tigabelas ) 
orang meliputi 5 (lima) orang pejabat struktural dan 8 (delapan) orang pelaksana, 









Tabel 4.3  
Tingkat Pendidikan Personil KPT 
No Pendidikan Jumlah Ket
1.  Pascasarjana (S2) 1
2.  Sarjana (S1) 6
3.  Sarjana Muda (D3) 3
4.  SLTA 3
Jumlah 13  
 Sumber : KPT Kabupaten Soppeng 
 
Tabel 4.4 
Disiplin Pendidikan Personil KPT 
 
No Disiplin Jumlah Ket
1  Manajemen Sumber Daya Manusia 1
2  Teknik Industri 1
3  Sistem Informasi 1
4  Ekonomi Manajemen 2
5  Manajemen Informatka 2
6  Ilmu Pemerintahan 1
7  Ilmu Administrasi Negara 2
8  Ilmu  Manajemen 2
9  Tata Busana. 1
Jumlah 13  
 Sumber : KPT Kabupaten Soppeng 
 
 
4.1.2.3.2 Tim Teknis 
Guna mendukung pemrosesan perizinan, KPT didukung oleh Tim Teknis 
melalui Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 145/IV/2012 Tanggal 23 April 2012  
tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Soppeng dengan uraian tugas sebagai berikut : 
a. Penanggung Jawab. 
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1. Memberikan pembinaan terhadap kelancaran operasional Pelayanan 
Perizinan Terpadu; 
2. Menetapkan kebijakan pokok pelayanan umum; 
3. Bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan Terpadu 
b. Pengarah. 
1. Merumuskan kebijakan pokok terhadap pelayanan perizinan terpadu 
Kabupaten Soppeng. 
2. Memberikan arahan terhadap Pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu 
kepada KPT 
3. Bertanggung jawab secara umum atas kelancaran pelaksanaan 
pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat 
4. Menyampaikan pelaporan secara priodik kepada Bupati Soppeng. 
c. Ketua 
1. Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan 
pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Soppeng. 
2. Memberikan petunjuk teknis kegiatan pelayanan 
3. Mengkoordinasikan SKPD yang menyelenggarakan pelayanan umum di 
Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Soppeng. 
4. Memberikan laporan setiap bulan kepada penanggung jawab  
d. Sekretaris 
1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan administrasi 
tim pembina pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Soppeng. 
56 
 
2. Merumuskan program, mengatur dan mengendalikan kegiatan pembinaan 
sumber pendapatan daerah 
3. Memantau perkembangan penyelenggaraan pelayanan di KPT Kabupaten 
Soppeng. 
4. Menyusun laporan kegiatan Tim pembina pelayanan perizinan terpadu 
Kabupaten Soppeng. 
e. Anggota 
1. Memberikan saran-saran dan pertimbangan sesuai tugas pokok bidang 
masing-masing untuk memperlancar operasional pelayanan perizinan 
Kabupaten Soppeng. 
2. Membina dan mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk 
melengkapi kegiatan usahanya dengan perizinan sesuai tugas pokok 
SKPD terkait 
3. Mengawasi dan mengendalikan izin yang sudah diterbitkan oleh KPT 
Kabupaten Soppeng  sesuai tugas pokok SKPD terkait 
4. Melaksanakan pemeriksaan dilapangan dan membuat berita Acara 
pemeriksaan serta membuat analisis / kajian sesuai bidangnya 
5. Memberikan rekomendasi Tekhnis  
6. Mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perizinan yang diberikan 
bidang tugas pokok dan fungsi SKPD terkait. 






 Personil Tim Teknis 
No Kualifikasi /Jabatan Jumlah
1.  Penanggung jawab / Bupati Soppeng 1 Orang
2.  Pengarah / Wakil Bupati Soppeng 1 Orang
3.  Ketua / Sekretaris Daerah 1 Orang
4.
Sekretaris / Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan
1 Orang
5.  Anggota Unsur SKPD
 a. Eselon II 10 Orang
 b. Eselon III 14 Orang
 c. Eselon IV 20 Orang
 d. Pelaksana 12 Orang
 e. Unsur Kecamatan   8 Orang
 f.  Lurah 22 Orang
 g. Kepala Desa 48 Orang
JUMLAH 138 Orang
Sumber : KPT Kabupaten Soppeng 
4.1.2.4 Sarana dan Prasarana Pelayanan 
4.1.2.4.1 Sarana Fisik Pelayanan 
Sarana fisik ruang pelayanan perizinan yang berada di Gedung Kantor 
Gabupan SKPD lantai 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Soppeng 
terdiri dari : 
a. Ruang Tunggu / Area Publik 
b. Sarana Informasi (Information Desk) 
c. Ruang Rapat 
d. Ruang Pembayaran (Bank Sul-Sel, terpisah dari KPT) 
e. Ruang Tamu 
f. Data Entry / Ruang Proses Izin 
g. Ruang Kepala Seksi Pelayanan dan Pengaduan. 
h. Ruangan Kepala Seksi  Pemerosesan  Izin (Back Office). 
i. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
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j. Ruang Kepala Kantor. 
k. Loket Pelayanan 5 Buah (Front Office), dengan fungsi setiap loket 
sebagai berikut : 
 Loket Informasi / Pengaduan. 
Melayani masyarakat yang datang untuk mendapatkan 
informasi terkait dengan pelayanan perizinan dan menyiapkan 
formulir permohonan perizinan dan non perizinan, menyiapkan 
nomor antrian sekaligus melayani pengaduan yang berkaitan 
dengan permasalahan perizinan. 
 Loket Satu 
Menerima berkas permohonan, memeriksa kelengkapan 
berkas dan membuat daftar periksa ( chek list ), berkas yang 
tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, 
pemohon  yang sudah lengkap berkasnya diberikan chek list. 
 Loket Dua 
Menerima berkas yang sudah lengkap, mencetak perimtaan 
rekomendasi tekhnis, menyampaikan berkas yang 
memerlukan pemeriksaan lapangan ke SKPD tekhnis, 
memproses seluruh dokumen sesuai urutan antrian, menerima 
rekomendasi tekhnis, mencetak surat izin berdasarkan 
rekomendasi dari SKPD tekhnis. 
 Loket Tiga 
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Menerima berkas perizinan yang sudah lengkap, menerima 
perhitungan jumlah retribusi yang wajib dibayar, mencetak 
SKRD berdasarkan perhitungan tim tekhnis,  menerima bukti 
pembayaran dari bank bersama lembaran SKRD yang sudah 
ditandatangani dan selanjutnya di falidasi kemudian 
diserahkan ke petugas pemrosesan untuk dijadikan dasar 
mencetak surat izin. 
 Loket Empat 
Menerima surat izin yang sudah disahkan / ditandatangani 
oleh Kepala Kantor, Menerima SKRD yang sudah dicetak 
untuk diserahkan kepada pemohon dan selanjutnya pemohon 
langsung membayar di kas Daerah, mencetak bukti 
penyerahan izin, mencatat dalam buku bantu bukti 
penyerahan izin, menyiapkan format isian penilaian pelayanan 
publik yang diisi oleh penerima izin, menyerahkan izin kepada 
pemohon yang bersangkutan. 
4.1.2.4.2 Prasarana pelayanan. 
Pendukung pelayanan perizinan pada saat ini yaitu : 
a. Personal komputer  11 unit. 
b. Layar touch Screen, 1 unit 
c. Computer notebook.  1 unit 
d. Software sistim informasi pelayanan ( SIM ) 1 unit 
e. Aplikasi layanan gerak. ( SMS ) 1 unit 
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f. Web site pelayanan perizinan  dengan alamat : 
http://kpt.soppengkab.go.id 
g. Printer  9  unit 
h. Komputer server , 1  unit. 
i. 9  unit printer. 
j. LCD televisi 1  unit. 
k. Faximile 1 unit. 
l. Scanner  1  unit 
m. Telephone  1  unit (0484) 23743. 
n. Proyector  ( infocus ) 1  unit 
o. Handycam, 1  unit  
p. Camera digital  1  unit 
q. UPS  15  buah 
r. Box Layer Touch,  1  unit 
s. Air Conditioning (AC)   4  unit 
t. Rak Server  1  buag 
u. Digital signage ( LCD Projektor ) 
4.1.2.4.3 Sarana barang cetakan. 
Sebagai sarana informasi tentang pelayanan perizinan kepada masyarakat 
dan kalangan dunia usaha, pada meja informasi telah dilengkapi dengan brosur / 
Leaflet mencakup 30 jenis perizinan dan 11 jenis non perizinan serta buku panduan 
pelayanan perizinan sebagai pedoman bagi aparatur pelayanan perizinan dalam 
memberikan informasi tentang peroses perizinan. 
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4.1.2.4.4 Sarana teknologi informasi. 
Sarana teknologi informasi yang dimiliki saat ini terdiri dari : 
1. Telpon 1 unit. 
2. System Dasboard 1 unit. 
3. System multimedia interaktif 1 unit. 
4. System antrian 1 unit. 
5. Web. www.kpt.soppengkab.go.id 
6. LCD Televisi. 
4.1.2.5 Jenis-Jenis Perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu  
4.1.2.5.1 Jenis Pelayanan Perizinan pada KPT 
Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola pada Kantor 
pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng hingga saat ini sesuai dengan jenis 
perizinan yang dilimpahkan dari SKPD Tekhnis yaitu 30 Izin dan 11 Non izin. 
 
 
Tabel 4. 6  
Jenis Pelayanan Perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu Kab. 
Soppeng 
NO JENIS IZIN WAKTU 
PROSES 
KETERANGAN 
1. Izin Persetujuan Prinsip / Izin Persetujuan 
Pemanfaatan Ruang ( PPR ) 
 
14 hari kerja  
2 Izin Lokasi ( IL ) 14 hari kerja  
3 Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 7 hari kerja  
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4 Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ) 3 hari kerja  
5 Izin Gangguan ( HO ) 7 hari kerja  
6 Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) 3 hari kerja  
7 Izin Usaha Industri ( IUI ) 7 hari kerja  
8 Tanda Daftar Perdagangan ( TDP ) 3 hari kerja  
9 Tanda Daftar Industri ( TDI ) 3 hari kerja  
10 Tanda Daftar Gudang ( TDG ) 3 hari kerja  
11 Izin Penempatan Reklame 3 hari kerja  
12 Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan 
Penyosohan Beras 
5 hari kerja  
13 Izin Usaha Jasa Kontruksi ( IUJK ) 7 hari kerja  
14 Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik 
Masyarakat 
7 hari kerja  
15 Izin Pemanfaatan kayu Milik ( IPKM ) 7 hari kerja  
16 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan 
Kayu ( Getah Pinus, Sarang Walet dan Rotan 
) 
7 hari kerja  
17 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
HTR ( Hutan Tanaman Rakyat  ) 
7 hari kerja  
18 Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 
Kemasyarakatan 
7 hari kerja  
19 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu 
sampai 2000 m³ / tahun. 
7 hari kerja  
20 Izin Klinik Rumah Bersalin 5 hari kerja  
21 Izin Klinik Pengobatan 5 hari kerja  
22 Izin Pendirian Apotek 5 hari kerja  
23 Izin Pendirian Optik 5 hari kerja  
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24 Izin Pendirian Toko Obat 3 hari kerja  
25 Izin Penelitian 2 hari kerja  
26 Izin Pendaftaran Gergaji Piring dan Gergaji 
Rantai 
2 hari kerja  
27 Izin Penggunaan Gergaji Pita dan sejenisnya 2 hari kerja  
28 Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) Mineral dan 
Batu Bara 
12 hari kerja  
29 Izin Usaha Peternakan 5 hari kerja  
30 Izin Usaha Perikanan ( Penangkapan, 
Budidaya dan Pengolahan Ikan ) 
5 hari kerja  
31 Rekomendasi Bengkel 4 hari kerja  
32 Rekomendasi TV Kabel 5 hari kerja  
33 Rekomendasi Pemanfaatan Kayu untuk 
Pemakaian Sendiri 
7 hari kerja  
34 Rekomendasi Hasil hutan Bukan kayu ( 
HKBK ) 
7 hari kerja  
35 Rekomendasi Izin Reparatir Alat UTTP ( 
Ukur, Takar, Timbang & Perlengkapannya ) 
7 hari kerja  
36 Rekomendasi Tehnis untuk Penerbitan izin 
Tempat Usaha ( SITU ) Pangkalan Gas Elpiji 
dan Agen Gas Elpiji 
5 hari kerja  
37 Rekomendasi Izin Reparatir Alat UTTP ( 
Ukur, Takar, Timbang & Perlengkapannya ) 
7 hari kerja  
38 Rekomendasi Izin Reparatir Alat UTTP ( 
Ukur, Takar, Timbang & Perlengkapannya ) 
7 hari kerja  
39 Rekomendasi Tamban Mineral dan Batu 
Bara 
7 hari kerja  
40 Rekomendasi Tehnis Tempat Usaha 
Penyaluran Pupuk dan Pestisida 
5 hari kerja  
41 Rekomendasi Tehnis Tempat Usaha 
Penggilingan Padi 
5 hari kerja  
Sumber : KPT Kabupaten Soppeng 




Jumlah realisasi pelayanan perizinan sejak diadakannya ujicoba pelayanan 
tgl 1 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 sebanyak .....  izin dan ..... 
non izin dengan rincian sebagai berikut : 
 
Tabel 4.7 
Realisasi Retribusi Izin 
No Uraian Tahun 
2011 2012 2013 
1 Jumlah Izin yang terbit 




2 Jumlah Retribusi izin s/d 
tahun ini 
0   
3 Target Retribusi izin 0 0 0 
4 Lebih/Kurang dari target 0   
5 Prosentase pencapaian 0   
Sumber : KPT Kabupaten Soppeng 
2. Data Pengaduan 
Berdasarkan data Inventaris kotak saran KPT, terdapat beberapa pengaduan 
dari masyarakat sebagai salah satu bahan untuk meningkatkan kinerja pelayanan 
publik di KPT data tersebut yaitu sebagai berikut  
Tabel 4.8 
Data Pengaduan 
TAHUN JUMLAH PENGADUAN 





Sumber : KPT Kabupaten Soppeng 
  
3. Realisasi Investasi  (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha) 
 
Selama tahun 2007 khususnya setelah beroperasinya PPTSP terdapat 
perkembangan yang cukup signifikan terhadap dunia usaha Kota Cimahi. Pemberian 
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kemudahan dalam pelayanan perizinan dengan menerapkan motto : Cepat, Muda, 
Transparan dan Pasti, memberikan dampak yang positif bagi peningkata usaha dan 
investasi terutama untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 
Berdasarkan data yang tercatat, selama tahun 2007 telah diterbitkan izin 
untuk 284 perusahaan dengan menyerap investasi sebesar Rp.312.399.870.080,- 
(Tiga ratus dua belas milyar tiga ratus sembilan sembilan juta delapan ratus tujuh 
puluh ribu delapan puluh rupiah), sedangkan pada tahun 2008 telah diterbitkan izin 
untuk 479 perusahaan baru dengan menyerap investasi sebesar 
Rp.477.287.293.700,- (Empat ratus tujuh puluh tujuh milyar, dua ratus sembilan 
puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Tahun 2009 
diterbitkan izin untuk 506 perusahaan dengan menyerap investasi sebesar Rp. 
1.710.460.719.880,- (Satu triliun tujuh ratus sepuluh milyar empat ratus enam puluh 
juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Sedangkan 
Tahun 2010 diterbitkan izin untuk 346 perusahaan dengan menyerap investasi 
sebasar Rp.755.522.148.257,- (Tujuh ratus lima puluh lima milyar lima ratus dua 
puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah). 
 
4.1.2.6 Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 
Untuk mengetahui keberhasilan dalam melayani masyarakat dalam 
pengurusan izin, maka  SK MENPAN NO.KEP.25/M.PAN/2/2004 perlu dilakukan 
evaluasi melalui survey kepuasan pelanggan kepada pemohon izin setelah izinnya 
selesai diproses. Pada tahu  2011 - 2013 KPT Kabupaten Soppeng sudah mulai 
66 
 
melakukan penilaian IKM dengan hasil 78,45. Dan selanjutnya akan diadakan  
survey IKM setiap tahun. 
4.2 Sistem Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Soppeng 
 
Sebagai salah satu langkah awal untuk mewujudkan kepemerintahan yang 
baik (Good Governance) dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah sejak 
bergulirnya pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Soppeng telah mulai merintis 
upaya peningkatan pelayanan publik yang memberikan apresiasi kepada 
masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang sangat berpengaruh adalah 
pelayanan perizinan investasi yang saat ini disadari atau tidak telah mendapatkan 
sorotan yang bersifat marginal dari berbagai pihak, oleh karena itu pemerintah 
melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 1999 tentang cara 
penanaman modal secara secara eksplisit memberikan jawaban kemudahan dan 
kesederhanaan untuk melaksanakan investasi di Daerah dalam upaya pengguna 
layanan (masyarakat) investasi di daerah, sehingga masing-masing mengetahui hak 
dan kewajibannya yang pada gilirannya akan memberikan kejelasan secara aplikatif 
dalam proses pelayanan perizinan investasi di daerah.  
Upaya Pemerintah dalam menata pelayanan perizinan sangat proaktif yaitu 
dengan terbitnya inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan 
Korupsi, hal ini dilatar belakangi hasil beberapa studi yang dilakukan oleh pihak luar 
maupun Indonesia, menunjukkan bahwa hambatan dalam proses Perizinan di 
Indonesia antara lain : 
1. Biaya untuk pengurusan izin cukup tinggi 
2. Prosedur perizinan yang berbelit-belit  
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3. Persyaratan perizinan cukup banyak dan rumit 
4. Waktu penyelesaian izin cukup lama dan tidak pasti 
Langkah antisipatif yang perlu dilakukan di daerah adalah peningkatan 
pelayanan publik yang transparansi dengan kedudukan Pegawai Negeri Sipil 
sebagai abdi Bangsa, Negara dan abdi Masyarakat. 
Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 tahun 1995 
tentang perbaikan pelayanan aparatur, dalam rangka meningkatkan citra Pemerintah 
dimata masyarakat yang saat ini memang dirasakan terjadi fenomena dekadensi 
yang cukup memprihatinkan sehingga dengan adanya upaya terobosan dalam 
pemberian pelayanan kepada masyarakat setidaknya menjawab berbagai tantangan 
khususnya yang berdaya guna dan berhasil guna.  
Beranjak dari hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Soppeng telah 
membentuk Kantor Pelayanan Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 
Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis 
Daerah Kabupaten Soppeng. Kantor Pelayanan Terpadu secara fungsional akan 
memberikan pelayanan perizinan investasi daerah, dimana diharapkan 
terselenggaranya aktivitas Pelayanan kepada Masyarakat dan dunia usaha dapat 
dilakukan secara cepat, mudah, transparan, dan pasti sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku.  
Kantor Pelayanan Terpadu merupakan unsur pendukung bupati dalam 
bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, dipimpin oleh Kepala Kantor yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris 
daerah.   
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Kantor Pelayanan Terpadu melakukan proses pengelolaan perizinan dan non 
perizinan mulai dari tahap permohonan pengambilan formulir sampai ketahap 
terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Berdasarkan Peraturan 
Bupati Soppeng Nomor 17/PER-BUP/XII/2011 tentang penyelenggaraan pelayanan 
terpadu satu pintu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng dan telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1/PER-BUP/I/2012, pada Bab I Ketentuan 
Umum Pasal 1 poin l  
“Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya 
disingkat PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki 
tugas pokok dan fungsi mengelola semua atau sebagian bentuk 
pelayanan perizinan dan non perizinan didaerah dengan sistem satu 
pintu yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan 
pengambilan formulir sampai tahap terbitnya dokumen yang 
dilakukan dalam satu tempat” 
Tujuan dari penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah 
meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan akses yang lebih luas 
kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.  
4.2.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng 
 
Pada hakekatnya Pemerintahan adalah pelayan terhadap masyarakat, oleh 
karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 
layanan baik dan profesional. Kewajiban ini menuntut Pemerintah untuk dapat terus 
menciptakan produk kebijakan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan 
layanan yang baik dan profesional. Berikut ini merupakan beberapa regulasi 
pengembangan pelayanan publik di bidang perizinan: 
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai telah 
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beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 
2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844). 
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 
retribusi Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penysunan penerapan Standar Pelayanan Minimal. 
4. Peraturan Pemerintah  nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan da Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
5. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerag Provinsi dan 
Pemerintah daerah kabupaten/kota.  
6. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedomaa 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang 
urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Soppeng  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang 
pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah 
pemerintah Kabupaten Soppeng. 
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9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 16/PER-BUP/X/2011 tentang Tugas, 
Fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Kantor Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Soppeng.  
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 17/PER-BUP/XII/2011 tentang 
penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu pada Kantor Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Soppeng dan telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Soppeng Nomor  1/PER-BUP/1/2012. 
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 19/PER-BUP/XII/2011 tentang 
Pelimpahan sebagian wewenang pengelolaan Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng.  
12. Kebijakan Teknis terkait Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu :  
1. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 535/XII/2010 tentang penunjukan 
pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan 
mengesahkan SPJ Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2011.  
2. Keputusan Bupati Soppeng Nomor  339/IX/2011 tentang Perubahan 
Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor 535/XII/2010 tentang 
Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM 
dan mengesahkan SPJ Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2011 
3. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 365/X/2011 tentang Pembentukan 
Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian 
Wewenang Perizinan dan Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Soppeng.  
71 
 
4. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 145/IV/2012 tentang 
Pembentukan Tim Kerja Teknis Pelayanan Perizinan Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng. 
5. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 193/III/2013 tentang Petugas 
Penghubung Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng.    
Semua regulasi di atas intinya mengarahkan Pemerintah Daerah melakukan 
kegiatan antara lain: 
a. Mewajibkan membentuk lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu di 
daerah; 
b. penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan usaha; 
c. pemangkasan waktu dan biaya perizinan; 
d. perbaikan sistem pelayanan; 
e. perbaikan sistem informasi; 
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pelayanan perizinan.  
4.2.2 Prosedur Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 
Prosedur pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada dasarnya sama saja 
dengan prosedur pelayanan perizinan lainnya, yaitu proses pengelolaan perizinan 
mulai dari tahap pendaftaran sampai tahap terbitnya permohonan dalam hal ini Izin 
Mendirikan Bangunan. Urutan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan telah diatur 
pada Keputusan Bupati Soppeng Nomor 177/V/2012 tentang Sistem Prosedur dan 
Standar Operational  Prosedur Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng 
sebagai berikut : 
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1. Pemohon adalah  masyarakat yang akan mengurus Izin Mendirikan Bangunan 
datang di Kantor Pelayanan Terpadu mencari informasi di loket informasi, 
setelah yang bersangkutan sudah mendapatkan informasi berupa penjelasan 
dari petugas loket informasi langsung diberikan formulir untuk diisi dan 
melengkapi persyaratan Izin Mendrikan Bangunan. Adapun Persyaratan Izin 
Mendirikan Bangunan adalah :  
a. Surat Permohonan  
b. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
c. Copy Akta Pendirian bagi Perusahaan yang berbadan hukum 
d. Copy sertifikat tanah atau bukti perolehan tanah lainnya 
e. Surat pernyataan kesanggupan mematuhi persyaratan teknis 
bangunan sesuai ketentuan yang berlaku 
f. Copy Surat Izin Persetujuan Pemanfaatan Ruang 
g. Surat Keterangan dari Lurah dan Camat 
h. Surat persetujuan tetangga yang diketahui ketua RW dan Kepala 
Dusun / Lingkungan  
i. Rekomendasi layak Lingkungan, bagi Bangunan tertentu 
j. Gambar Konstruksi Bangunan / Rencana Gambar Konstruksi 
Bangunan 
k. Copy AMDAL dan UKL / UPL, bagi bangunan perusahaan yang wajib 
memiliki  




2. Setelah pemohon mengisi formulir secara benar dan telah dilengkapi lampiran 
sesuai yang dipersyaratkan dalam satu berkas, maka yang bersangkutan 
langsung menyetor ke loket pendaftaran untuk diperiksa oleh petugas loket. 
Apabila dinyatakan tidak lengkap maka berkas diserahkan kembali pada 
pemohon untuk dilengkapi dan apabila dinyatakan lengkap maka pemohon 
langsung diberikan chek list pendaftcaran (resi penerimaan berkas) dan 
mulailah waktu pengurusan perizinan.  
3. Setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap maka selanjutnya diserahkan 
kepada loket pemprosesan untuk diproses lebih lanjut atau pemeriksaan 
lapangan oleh tim teknis (SKPD Teknis) . Dari hasil pemeriksaan  lapangan 
apabila dinyatakan tidak layak untuk diizinkan maka pemohan langsung 
diberikan surat penolakan dan apabila dinyatakan untuk layak maka selanjutnya 
dicetak surat izin dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
yaitu petugas loket pemprosean meneliti kembali surat izin tersebut, kemudian 
menyerahkan kepada seksi pemrosesan untuk diteliti secara cermat lalu di paraf 
dan selanjutnya disampaikan kepada Kantor Pelayanan Publik (KPT) untuk 
ditandatangani.  
4. Setelah Surat Izin ditandatangani maka selanjutnya dicetak SKRD rangkap 5 
(lima) berdasarkan Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang berlaku kemudian 
diserahkan kepada petugas loket penyerahan SKRD dan Surat Izin. 
5. Setelah petugas loket penyerahan SKRD dan Surat Izin menerima surat Izin 
dan SKRD maka pemohon diminta menandatangani SKRD dihadapan petugas 
loket kemudian disilahkan membayar pajak/retribusi langsung ke Kas Daerah 
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melalui Bank Persepsi dan bukti pembayaran dikembalikan ke petugas loket 
penyerahan SKRD dan Surat Izin sebanyak 4 (empat) rangkap.  
6. Setelah bukti pembayaran pajak/retribusi diterima oleh petugas loket 
penyerahan SKRD dan Surat Izin dan pemohon telah mengisi formulir penilaian 
tingkat kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan publik maka petugas 
langsung menyerahkan Surat Izin permohonan yang bersangkutan tanpa 
dipungut biaya tambahan. 
Mekanisme pelayanan sebagaimana tersebut diatas dapat digambarkan 




























































 Mekanisme pelayanan perizinanan saat ini yang diterapkan oleh Kantor 
Pelayanan Terpadu merupakan penyederhanaan pelayanan. Menurut Kepala Kantor 
Pelayanan Terpadu Bapak A. Makkaraka, menuturkan  
“Mekanisme pelayanan perizinan di KPT sama saja dengan 
mekanisme pelayanan Izin Mendirikanan Bangunan yang merupakan 
penyederhanaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 
Masyarakat tidak lagi bersusah payah untuk mendatangi Dinas 
Teknis dalam hal penyurusan IMB itu adalah Dinas Pekerjaan Umum 
seperti dulu sebelum adanya KPT ini. KPT mempermudah 
masyarakat mulai dari persyaratan, waktu sampai biaya (wawancara 
tanggal 15 januari 2014)” 
 
 Pernyataan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu diperjelas lagi pada Peraturan 
Bupati Soppeng Nomor 17/PER-BUP/XII/2011 tentang penyelenggaraan pelayanan 
terpadu satu pintu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng dan telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1/PER-BUP/I/2012 pada Bab I Ketentuan 
Umum poin M menyatakan  
“Penyederhanaan pelayanan adalah penyederhanaan atas proses, 
tahapan, dan persyaratan pelayanan sehingga terjadi efisiensi, dan 
ketepatan waktu, kejelasan biaya dan prosedur serta kemudahan 
dalam pelayanan”.  
 
Wawacara dengan salah satu Front Office yaitu Loket Penyerahan Bapak  
Samsuar menyatakan  
”Pelayanan perizinan yang diberikan oleh KPT sudah sangat mudah 
namun karena terkadang ada masyarakat yang pengurusan izinya 
diwakili oleh pihak yang telah ditujuknya, belum lagi jika kelengkapan 
berkasnya tidak sesuai sehingga malah memperlambat pengurusan 
perizinan (wawancara tanggal 15 januari 2014)” 
 Pernyataan Bapak Samsuar sejalan dengan pernyataan salah satu 
masyarakat yang telah melakukan pengurusan IMB Bapak H. Rusman Kepala Dinas 
Pendidikan dan Olaraga Kabupaten Soppeng  
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“Pengurusan IMB saya tidak langsung dilakukan oleh saya namun 
diwakili oleh pihak keluarga karena tidak adanya waktu untuk 
mengurs izin tersebut (wawancara tanggal 16 januari 2014)”. 
 
Hakekatnya Kantor Pelayanan Terpadu dibentuk untuk mempermudah 
proses pelayanan agar masyarakat tidak lagi melakukan pengurusan izin melalui 
perwakilan terlebih lagi calo karena adanya sistem penyederhanaan pelayanan yang 
diterapkan. Namun kecenderungan masyarakat khususnya di Kabupaten Soppeng 
memiliki rasa acuh dan tidak mau pusing maka pelayanan perizinan di Kantor 
Pelayanan Terpadu masih tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.  
4.2.3 Waktu penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 
 
Sistem dan mekanisme pelayanan sangat mempengaruhi waktu dari 
penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sistem 
pelayanan terpadu satu pintu yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu yang 
didalamnya terdapat penyederhanaan pelayanan salah satunya memiliki tujuan 
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 17/PER-
BUP/XII/2011 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng dan telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 1/PER-BUP/I/2012 yaitu  
“Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan dengan tidak 
melebihi standar waktu yang telah ditetapkan”.  
 
Kantor Pelayanan Terpadu menetapkan waktu pengurusan Izin Mendirikan 
Bangunan selama tujuh hari kerja. Namum menurut kepala Kantor Pelayanan 
Terpadu Bapak A. Makkaraka,  
”Penerbitan IMB sangat bergantung pada rekomendasi tim teknis 
dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng yang 
dikeluarkan, apabila tim teknis mengeluarkan rekomendasi lambat 
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karena adanya beberapa kendala maka kami dari Kantor Pelayanan 
Terpadu juga akan menerbitkan IMB tidak sesuai dengan waktu yang 
telah ditetapkan sebaliknya apabila cepat maka kami pun akan 
menerbitkan izin dengan cepat pula, selain itu adanya persyaratan 
yang belum dipenuhi oleh pemohon yang juga merupakan salah satu 
kendala lambatnya diterbitkan izin (wawancara 15 januari 2014)”. 
 
 Pernyataan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dipertegas lagi oleh Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha Ibu Muknis, pada wawancara yang dilakukan tanggal 18 
januari 2014 :  
“Waktu penerbitan IMB bervariasi itu dikarenakan kami harus 
menunggu terlebih dahulu rekomendasi dari tim teknis” 
 
 Kebijakan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan yang ditetetapkan oleh 
Kantor Pelayanan Terpadu adalah tujuh hari kerja. Implementasi kebijakan tersebut 
tidak selamanya sejalan dengan fakta yang ada dilapangan atau yang terjadi dan 
dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana yang dikemukanan oleh Bapak Makmur 
Demma : 
“Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan yang saya lakukan memakan 
waktu kurang lebih satu bulan. Itu disebabkan karena gambar 
bangunan untuk rumah saya tidak sesuai dan baru diperbaiki kembali 
oleh pegawai Dinas PU yang datang meninjau lokasi (wawancara 
tanggal 17 januari 2014). 
 
 Penyebab lamanya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang dialami oleh 
Bapak Makmur sebenarnya bergantung juga dengan kelengkapan berkas yang 
pemohon siapkan. Keterlambatan keluarnya rekomendasi tidak hanya karena Dinas 
Pekerjaan Umum namun juga dari pemohon itu sendiri. 
Sebagaimana yang dialami oleh Bapak H. Rusman yang diwawancarai 
mengatakan  
“Pengurusan IMB saya termasuk cepat karena saya sudah 
melengkapi semua berkas administrasi yang diminta sebagai 
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persyaratan namun memang tidak sesuai dengan standar yang 
ditetapkan yaitu tujuh hari.(wawancara tanggal  16 januari 2014)”. 
 
Lain lagi dengan pengurusan yang dilakukan oleh Sumarwin. Waktu yang 
dibutuhkan hingga terbit Izin Mendirikan Bangunan selama 15 hari. 
“IMB saya baru bisa selesai kurang lebih 15 hari. Kendalanya saya 
tidak tau pasti, namum kata pegawainya karena rekomendasi dari PU 
terlambat keluar (wawancara 17 januari 2014)”. 
 
Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan memang sangat bergantung pada 
rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Meskipun kelengkapan 
administrasi pemohon yang telah diperiksa sebelumnya oleh pegawai Kantor 
Pelayanan Terpadu yang menangani tugas tersebut namum ketika tim teknis sudah 
turun lapangan dan memeriksa serta meninjau lokasi kembali dan apabila masih ada 
kekurangan menurut tim teknis maka rekomendasi otomatis akan tertunda keluar. 
Setelah kelengkapan atau kekeliruan itu diperbaiki maka baru rekomendasi akan 
dikeluarkan. Selain itu kendala yang juga menyebabkan rekomendasi lambat keluar 
karena Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang keluar daerah untuk mengurusi 
pekerjaan lain sehingga tidak dapat menandatangani rekomendasi tersebut.  
 Wawancara yang dilakukan oleh Bapak Kahar salah satu pegawai Dinas 
Pekerjaan Umum yang bertugas untuk meninjuan lokasi yang akan di bangun 
menjelaskan  
“Terlambatnya rekomendasi keluar dikarenakan gambar dan 
sembadan tidak sesuai. Dalam membangun perlu diperhatikan 
sembadan yang ada apabila tidak sesuai maka gambar tersebut 
harus diubah atau rekomendasi tidak dikeluarkan. Yang menjadi 
kendala adalah masyarakat tetap menganggap bangunan yang akan 
dibuatnya sudah sesuai padahal tidak sesuai dengan ketentuan yang 
ada sehingga permasalahan tersebut bisa berlarut-larut karena 
masyarakat tetap ngotot untuk dikeluarkan rekomendasi, sehingga 
kami harus betul-betul bersabar dan menjelaskan supaya masyarakat 
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bisa mengerti, belum lagi kalau kepala dinas keluar daerah membuat 
rekomendasi yang tadinya sudah bisa dikeluarkan menjadi tertunda 
(wawancara tanggal 16 januari 2014) “ 
 
 Waktu pengurusan Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Pelayanan 
Terpadu memang bervariasi. Tergantung dari kelengkapan berkas serta 
rekomendasi yang keluar dari Dinas Pekerjaan Umum. Pada wawancara yang 
penulis lakukan dibeberapa orang waktu yang ditetapkan selama tujuh hari tidak 
sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.     
4.2.4 Biaya Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 
Biaya pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang dimaksud adalah biaya 
administrasi yang dikeluarkan oleh pemohon yang besar dan tata cara 
pembayarannya ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku. 
Sebagaimana yag dijelaskan pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 17/PER-
BUP/XII/2011 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng dan telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 1/PER-BUP/I/2012 Bab I Ketentuan Umum Pasa 1 poin o yaitu 
“Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh permohonan 
untuk memperoleh izin atau non perizinan yang besarnya ditetapkan 
sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-
undangan lainnya”. 
 
Masyarakat selama ini selalu mengeluhkan biaya adminstrasi yang cukup 
besar yang dikeluarkan pada saat pengurusan Izin Mendirikan Bangunan. Biaya 
tersebut sebenarnya bukan biaya yang dibayarkan kepada Kantor Pelayanan 
Terpadu melainkan biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang langsung 
dibayarkan di Bank bukan kepada pegawai Kantor Pelayanan Terpadu. Kepala 
Kantor Pelayanan Terpadu menjelaskan  
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“Kantor Pelayanan Terpadu tidak memungut biaya sedikitpun dalam 
pengurusan Izin Mendirikan Bangunan. Masyarakat hanya membayar 
retribusi sebagai kewajiban yang harus dibayarkan dalam pengurusan 
Izin Mendirikan Bangunan (wawancara tanggal 15 januari 2014)” 
 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 
menjelaskan  
“Retribusi Izin Mendirkan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi 
adalah pembayaran atas pemberian izin oleh pemerintah daerah 
yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan tau 
membongkar suatu bangunan dan termasuk dalam pengertian 
mendirikan bangunan adalah mengubah dan merobohkan atau 
membangun bangunan”. 
 
Sistem Pelayanan Satu Pintu yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan 
Terpadu yang diatur dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 17/PER-BUP/XII/2011 
tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Kantor Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Soppeng dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 
1/PER-BUP/I/2012 menjelaskan tentang adanya kepastian biaya yang dikeluarkan 
tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan 
peraturan lainnya. Namun pada kenyataannya masyarakat tetap membayar lebih 
biaya pengurusan Izin melebihi ketentuan yang harus dibayarkan ke Bank dalam 
bentuk uang ucapan terima kasih yang diberikan kepada Tim Teknis. 
Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sumarwin menyatakan :  
“Biaya yang harus saya keluarkan pada saat pengursan IMB kurang 
lebih tiga juta rupiah. Banyaknya biaya yang saya keluarkan kurang 
jelas. Uang tersebut saya serahkan kepada pegawai Dinas PU yang 
mengurusi segala berkas saya, mulai dari awal. Saya hanya 
menerima jadi. Untuk itu saya memberikan uang ucapan terima kasih 




 Kantor Pelayanan Terpadu dibentuk sebagai penghubung antara masyarakat 
dengan tim teknis dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum agar tidak mengalami 
kesulitan namun interaksi antara masyarakat dengan tim teknis tetap terjadi ketika 
tim teknis mengecek kelapangan. Pada dasarnya masyarakat selalu menginginkan 
kemudahan tanpa memikirkan biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut juga terjadi pada 
masyarakat Kabupaten Soppeng yang menginginkan segala bentuk kemudahan 
tanpa membuang waktu. Sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada Bapak 
H. Alimin mengatakan : 
 “Saya tidak memikirkan berapa biaya yang saya keluarkan, yang 
penting urusan saya cepat selesai. Pengurusan IMB saya serahkan 
kepada pegawai Dinas PU kenalan saya. Mulai dari berkas sampai 
pada gambarnya (wawancara tanggal 20 januari 2014)”. 
 
 Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan dengan cara diwakili 
secara tidak langsung sebenarnya adalah praktek pencaloan secara halus atau 
sederhana. Karena pemohon mengeluarkan biaya melebihi biaya yang telah 
ditentukan. Kemudian susahnya mendapatkan arsitek yang digunakan untuk 
membuat gambar rancangan bangunan yang akan dibuat juga dapat dimanfaatkan 
untuk memperoleh keuntungan karena tidak adanya aturan yang mengikat hanya 
dilakukan dengan negosiasi atau kesepakatan.  
4.2.5 Produk Pelayanan 
Pemerintah Kabupaten Soppeng membentuk Kantor Pelayanan Terpadu 
pada tanggal 9 januari 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah 
Pemerintah Kabupaten Soppeng, namun karena beberapa pertimbangan tehnis 
sehingga baru dilaksanakan dan pelantikan pejabat struktural pada tanggal 23 
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September 2011 dan sejak saat itulah baru ada aktivitas mempersiapkan segala hal 
yang berkaitan dengan pelaksanaan operasionalisasi Kantor Pelayanan Terpadu 
dan baru memberikan pelayanan secara efektif kepada masyakarat bulan November 
2012.  
Jumlah pengurusan Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Pelayanan 
Terpadu setiap harinya bervariasi. Bahkan pada bulan awal terbentuknya, Kantor 
Pelayanan Terpadu hanya melayani 1 orang pemohon. Menurut Ibu Hj. A. St. Halija, 
 “Pada awal terbentuknya KPT ini kami hanya melayani satu orang 
pemohon pada bulan desember 2012. Karena kantor ini baru dan 
belum berjalan secara efektif, ditambah kurangnya sosialisasi kepada 
masyarakat sehingga pemohon IMB masih mendatangi Dinas PU 








 Di tahun 2013 berdasarkan data yang diperoleh pengurusan Izin Mendirikan 
Bangunan di Kantor Pelayanan Terpadu setiap bulannya . 
 
4.3 Interaksi Kantor Pelayanan Terpadu dengan Masyarakat dalam 
Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Soppeng 
 
Interaksi merupakan pola hubungan timbal balik yang dilakukan oleh Kantor 
Pelayanan Terpadu dengan masyarakat dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 
Tabel 4.9 






Jan Febi Mar April Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des Total 
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
2013 1 7 12 24 40 13 23 4 12 51 52 50 289 
Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng 
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di Kabupaten Soppeng. Interaksi yang dimaksudkan  adalah interkasi administrasi 
dan interkasi teknis. Aparatur Kantor Pelayanan Terpadu dengan masyarakat 
melakukan hubungan komunikasi yang baik dalam hal pembuatan Izin Mendirikan 
Bangunan.  
Menurut Kepala Kantor Pelayanan Terpadu :  
“Interkasi yang dilakukan oleh aparatur Kantor Pelayanan Terpadu 
dalam hal ini para petugas front office sudah melakukan hubungan 
komunikasi yang baik kepada masyarakat dengan memberikan 
pelayanan yang ramah serta jelas kepada masyarakat (wawancara 
tanggal 15 januari 2014)” 
 
 Petugas Front Office pada Kantor Pelayanan Terpadu memiliki peran yang 
sangat penting karena mereka yang berinteraksi langsung dengan masyarakat 
dalam proses pembuatan perizinan khususnya Izin Mendrikan Bangunan. 
Penjelasan yang diberikan kepada masyarakat harus jelas agar membuat 
masyarakat menjadi tidak bingung. Selain itu hal yang paling utama adalah 
keramahan petugas front office kepada masyarakat. karena tidak dipungkiri 
kenyaman masayarakat dalam pengurusan perizinan merupakan salah satu faktor 
keberhasilan interaksi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu kepada 
masyarakat.  
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada bapak Asis Makmur yang 
melakukan pengurusan langsung Izin Mendirkan Bangunan di kantor Pelayanan 
Terpadu mengatakan :  
“Petugas yang memberikan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 
kepada saya sangat baik. Penjelasan yang diberikan kepada saya 
sangat jelas. Sehingga pengurusan izin saya pada saat itu sangat 
cepat dan baik sehingga saya merasa nyaman dan dilayani dengan 




 Interaksi yang baik sangat diperlukan dalam proses pelayanan publik. 
Masyarakat dalam hal ini sebagai pemohon juga memberikan respon yang baik 
kepada petugas pelayanan sehingga terjadi interaksi dua arah yang baik, dan 
menciptakan pola pelayanan yang baik pula.  
4.3.1 Interkasi administrasi antara Kantor Pelayanan Terpadu dengan 
masyarakat pada proses pelayanan pembuatan Izin Mendirikan 
Bangunan 
 
Interaksi administrasi adalah interaksi dua arah, dimana terjadi komunukasi 
antara petugas front office dengan masyarakat dalam hal proses kelengkapan 
administrasi yaitu syarat-syarat Izin Mendirikan Bangunan. Pemohon yang 
berkepentingan menuju ke Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng, 
langsung meghubungi bagian informasi menanyakan permohonan yang akan 
diajukan kepada petugas.  
Terjadinya interaksi antara pemohon dengan dengan petugas front office, 
dimana di loket informasi diberikan formulir untuk diisii sekaligus diberikan arahan 
dan penjelasan dalam proses pembuatan Izin Mendirikan Bangunan. Untuk 
selanjutnya pemohon bertanya kepada aparat pelayanan mengenai prosedur 
perizinan dari mulai persyaratan sampai biaya yang harus dikeluarkan oleh 
pemohon. Sementara dari pihak aparatur memberikan arahan dan anjuran yang 
harus dipersiapakan oleh pihak pemohon mengenai pembuatan Izin Mendirikan 
Bangunan sampai akhirnya pemohon jelas dan mengikuti prosedur yang diberikan 
oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng.  
Menurut Asis Makmur :  
“Saya melakukan pengurusan IMB sendiri, dengan langsung 
mendatangi Kantor Pelayanan Terpadu. kemudian mencari informasi 
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dan diberikan formulir serta dijelaskan persayaratan berkas yang 
harus saya lengkapi. Pelayanannya sangat baik dan jelas 
(wawancara tanggal 17 januari 2014)”. 
 
 Interaksi yang dilakukan petugas front office kepada pemohon mengenai 
Izin Mendirikan Bangunan dimaksudkan agar adanya hubungan timbal balik yang 
sinkron antara pelayan dan yang dilayani dalam hal ini pemohon. 
4.3.1.1 Prosedur Pelayanan Adminitrasi Perizinan 
Prosedur pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan adalah urutan 
pelaksanaan pelayanan sampai dengan terbitnya Izin Mendirikan Bangunan. Urutan 
pelayanan ini telah diatur pada Keputusan Bupati Soppeng Nomor 177/V/2012 
tentang Sistem Prosedur dan Standar Operasional Prosedur Kantor Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Soppeng. 
a. Loket Informasi 
Hal pertama yang harus dilakukan oleh pemohon untuk membuat Surat Izin 
Mendirikan Bangunan adalah  mendatangi Loket Informasi. Loket Informasi 
membidangi tugas dan fungsi sebagai berikut :  
1. Menyiapkan nomor antrian 
2. Menyiapkan bahan informasi terkait dengan pelayanan perizinan 
3. Menyiapkan formulir sesuai dengan jenis perizinan dan non perizinan  
4. Membuat dan mengisi register yang dikeluarkan 
Pemohon kemudian mengisi formulir dan melengkapi segala persyaratan 
yang telah ditentukan oelh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng. 
b. Loket Pendaftaran 
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Pemohon yang telah mengisi formulir dan telah melengkapi persyaratan 
mendatangi loket Pendaftaran untuk memeriksakan berkasnya dan kemudian 
ditindak lanjuti dan diproses oleh petugas loket. Loket pendaftaran membidangi 
tugas dan fungsi  
1. Menerima berkas permohonan dari pemohon izin (customer) 
2. Menyiapkan format daftar periksa (chek list) 
3. Melaksanakan verifikasi berkas (diteliti dan diperiksa kelengkapan 
administrasinya) 
4. Berkas yang kurang lengkap dikembalikan ke pemohon (customer) untuk 
diperbaiki/dilengkapi 
5. Berkas yang lengkap sesuai isian daftar pemeriksa (chek list) langsung 
ditandatangani petugas verifikasi sebagai bukti lulus verifikasi dan 
menetapkan tanggal penerimaan berkas 
6. Pemohon (customer) menerima bukti penyerahan berkas melalui petugas 
(customer service) 
7. Berkas perizinan yang sudah lengkap diserahkan kepada petugas loket 3 
c. Loket Pemprosesan 
Berkas yang dinyatakan lengkap kemudian diproses pada loket 
pemprosesan dan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis. Tim teknis selanjutnya 
menentukan layak tidaknya untuk diberikan rekomendasi untuk pembuatan Izin 
Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Keputusan 




Loket pemprosesan membidangi tugas dan fungsi : 
1. Menerima berkas perijinan sudah lengkap baik yang memerlukan chek 
lapangan maupun yang tidak memerlukan chek lapangan yang ditandai 
dengan paraf bukti penerimaan berkas.  
2. Menetapkan penjadwalkan chek lapangan  
3. Mengundang tim teknis perizinan dari SKPD Teknis  
4. Menginformasikan kepada pemohon (customer) untuk menunggu dilokasi 
sesuai jadwal (via telepon atau sarana lain)  
5. Menyiapkan kelengkapan chek lapangan  
6. Mengumpulkan hasil kajian tim dan menyusun berita acara chek 
lapangan.  
7. Kegiatan chek lapangan :  
a. Kegiatan chek lapangan dilakukan oleh Tim Teknis  yang bergabung 
dari unsur SKPD terkait yang ditetapkan berdasrkan SK Bupati 
Soppeng 
b.  Anggota Tim membuat kajian hasil chek lapangan sesuai bidang 
tugasnya dan ditandatangi oleh atasan masing-masing 
c. Menetapkan besarnya biaya berdasarkan Perda yang berlaku pada 
lembar biaya izin dan menyerahkannya ke pemohon (customer) 
apabil permohonan izin yang bersangkutan betul-betul telah 
memenuhi persyaratan (tidak ada permasalahan) 
d. Melaksanakan rapat kajian tim  
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e. Permohonan perizinan yang ditolak, dibuatkan berita acara penolakan 
dengan melampirkan hasil kajian masing-masing anggota tim dan 
berkas permohonan dikembalikan melalui loket penyerahan 
(customer service)  
8. Menerima bukti pembayaran retribusi yang dilampirkan 4 (empat) lembar 
SKRD untuk dijadikan dasar mencetak surat izin.  
9. Mencetak izin berdasarkan bukti pembayaran dari Bank  
10. Izin cetak dichek secara keseluruhan bersama kelangkapan lainnya yang 
menyertainya kemudian dimasukkan kedalam berkas yang bersangkutan 
dan diberi surat pengantar 
11. Berkas Izin cetak diajukan kepada kepala seksi perizinan untuk dichek 
kembali secara keseluruhan dan diparaf sebagai tanda bahwa izin cetak 
sudah benar 
12. Mengajukan izin cetak kepada kepala kantor untuk 
disahkan/ditandatangani  
13. Izin yang sudah disahkan/ ditandatangani diregister ke buku induk, 
kemudian diserahkan ke loket penyerahan 
d. Loket SKRD 
Surat Izin yang telah ditandatangani selanjutnya dicetak SKRD lima rangkap 
dan kemudian diserahkan pada loket penyerahan. 
Loket SKRD membidangi tugas dan fungsi :  




2. Mencetak SKRD dengan rangkap 5 (lima) sesuai nilai biaya perizinan 
yang bersangkutan berdasarkan Perda yang berlaku  
3. SKRD yang sudah dicetak diserahkan kepada petugas loket penyerahan 
(customer service) intuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon 
(customer) 
4. Bukti pembayaran dari Bank bersama lembaran SKRD yang telah 
ditandatangani oleh petugas Bank dikembalika ke petugas 4 (empat) 
lembar 
5. Membuat dan mengisi buku registrasi SKRD 
e. Loket Penyerahan  
SKRD yang telah selesai kemudian ditandatangani oleh pemohon didepan 
petugas loket kemudian disilahkan membayar retribusi melalui Bank Persepsi dan 
bukti pembayaran diserahkan kembali sebanyak empat rangkap.  
Loket penyerahan SKRD dan Surat izin membidangi tugas dan fungsi :  
1. Menerima SKRD yang sudah dicetak dengan rangkap 5 (lima)  
2. Menyerahkan SKRD kepada pemohon, pemohon menerima serta 
menandatangani SKRD tersebut didpan petugas loket dan selanjutnya 
pemohon langsung membayar di Kas Daerah melalui Bank Persepsi 
3. Bukti pembayaran yang dilampirkan SKRD 4 (empat) rangkap dikembalikan 
ke ptugas loket 5 untuk diteruskan ke loket 3 (loket pemrosesan)  
4. Menerima surat izin yang sudah disahkan/ ditandatangani oleh kepala kantor  
5. Menyiapkan format izinan penilaian pelayanan publik untuk disi oleh setiap 
penerima izin (customer) 
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6. Menyiapkan berita acara penyerahan izin 
7. Menyerahkan surat izin kepada pemohon (customer) dengan 
menandatangani berita acara penyerahan 
8. Pengarsipan 
Setelah pemohon menyerahkan bukti pembayaran dan telah mengisi formulir 
ingkat kepuasaan, petugas langsung menyerahkan Surat Izin pemohon tanpa 
memungut biaya.  
4.3.1.2 Waktu Penyelesaian 
Syarat merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi dalam pengurusan Izin 
Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Terpadu. Persyaratan yang telah 
ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu sering kali memberatkan masyarakat. 
jumlah persyaratan yang harus dipenuhi berimbas terhadap waktu untuk 
menyelesaikan proses perizinan yang dibutuhkan masyarakat. Jangka waktu yang 
dimaksud di sini, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perizinan mulai 
dari pendaftaran dan dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan administratif sampai 
dengan selesainya suatu proses pelayanan. 
Masyarakat sering mengeluhkan tentang waktu pendaftaran yang lama 
disebabakan persyaratan yang harus dipenuhi begitu rumit. Berdasarakan 
wawancara dengan  Bapak Asriadi mengatakan  
“Pengurusan IMB saya tidak sesuai dengan tujuh hari kerja 
dikarenakan  persyaratan saya belum lengkap. Menurut saya 
persyratan tersebut sangat rumit dan menghambat cepatnya terbit 
IMB saya. Saya terkendala pada pengurusan surat keterangan di 
Kantor Lurah dan surat keterangan dari tetangga. (wawancara 
tanggal 19 januari 2014)” 
 
 Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak A. Patongai mengatakan  
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“Pengurusan IMB saya sekitar 10 hari itu termasuk cepat karena 
segala persyaratan yang dibutuhkan sudah dilengkapi. Namum yang 
membuat lama itu pada pengurusan Surat Keterangan di Kantor 
Lurah dan Camat yang harus dilampirkan. (wawancara tanggal 18 
januari 2014)” 
 
  Pengurusan administrasi sangat erat kaitannya dengan persyaratan yang 
harus dilengkapi dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan. Persyaratan yang 
ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu tidak untuk memberatkan masyarakat 
namun untuk menghindari praktek pencaloan yang masih marak terjadi di 
Kabupaten Soppeng. Seperti yang dijelaskan salah satu petugas Front Office bagian 
Loket Pendaftaran mengatakan  
“Syarat yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu bukan untuk 
memberatkan masyarakat melainkan untuk menghindari peratek 
pencaloan yang banyak terjadi d Kabupaten Soppeng. Ketatnya 
syarat tersebut masih sering terjadi praktek pencaloan. (wawancara 
tanggal 25 januari 2014)” 
 
Dalam pengurusan  Izin Mendirikan Bangunan masyarakat selalu berharap 
agar pengurusannya cepat selesai. Apalagi dengan adanya Kantor Pelayanan 
Terpadu, namun pada kenyataannya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan tidak 
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu selama tujuh hari kerja 
dikarenakan banyaknya kendala seperti rekomendasi yang terlambat keluar dan 
pemenuhan persyaratan yang cukup lama. 
 
4.3.1.3 Biaya Pelayanan 
Pengurusan adminstrasi pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu tidak 
dibebankan biaya kepada masyarakat. Masyarakat mengeluarkan biaya dalam 
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pengurusan Izin Mendirikan Bangunan merupakan biaya retribusi yan kemudian 
nantinya akan masuk dalam kas daerah yang dibayarkan melalui Bank.  
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
“Biaya Retribusi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemohon 
yang langsung dibayarkan ke Bank dan merupakan Pendapatan Asli 
Daerah, dan KPT tidak memungut biaya yang dibayarkan kepada 
pegawai Front Office. (wawancara tanggal 15 januari 2014).” 
 
Hal tersebut diperjelas oleh Bapak Asriadi : 
“Saya tidak membayar pada pegawai KPT, biaya yang saya 
keluarkan pada pengurusan IMB ini langsung saya bayarkan kepada 
Bank tanpa melalui perantara. (wawancara tanggal 19 januari 2014)” 
 
Permasalahan biaya yang mucul ketika pengurusan tidak dilakukan secara 
langsung oleh pemohon. Banyak masyarakat yang belum mau meluangkan 
waktunya untuk mengurus langsung perizinan yang dibutuhkan dan menitipkannya 
kepada keluarga atau pegawai Kantor Pelayanan Tepadu maupun pegawai Dinas 
Pekerjaan Umum.  
Hal tersebut  dijelaskan oleh Bapk H. Rusman : 
“Saya tidak tahu pasti berapa biaya retribusi yang saya bayarkan 
karena pengurusan IMB saya bukan saya lakukan secara langsung 
tetapi diwakili. Namun menurut saya biaya tersebut sudah sesuai 
karena termasuk uang ucapan terima kasih. Dan pengurusan IMB 
saya termasuk cepat (wawancara tanggal 16 januari 2014).” 
Biaya pelayanan yang dikeluarkan oleh pemohon sampai pada proses 
penerbitan bervariasi berdasarkan besarnya gedung atau bangunan yang akan 
dibangun oleh pemohon. Selain itu biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh 
pemohon jika pengurusan tidak langsung dilakukan oleh pemohon. 
4.3.2 Interkasi teknis antara Kantor Pelayanan Terpadu dengan 





Dalam hal interaksi teknis Kantor Pelayanan Terpadu tidak memiliki peran 
yang sangat penting. Karena berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 
551/XI/2012 tentang Penanggungjawab Tekhis Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupatebn Soppeng bahwa jenis 
perizinan yaitu Izin Mendirikan Bangunan Penanggung jawab teknisnya adalah 
Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas PU. 
Interaksi Teknis yang dilakukan dengan masyarakat yaitu Dinas Pekerjaan 
Umum memeriksa atau mencek lokasi yang akan dilakukan pembangunan atau 
perubahan lokasi dengan memperhatikan Garis Sempadan sebelum memutuskan 
rekomendasi diterima atau ditolak yang kemudian disampaikan kepada petugas 
Kantor Pelayanan Terpadu kemudian selanjutnya disampaikan kepada masyarakat.  
Menurut Keputusan Bupati Soppeng Nomor 07/KPTS/2002 tentang Tata 
Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Soppeng pasal 4 : 
1. Garis Sempadan adalah Garis Khayal yang ditarik pada jarak tertentu 
sejajar dengan As jalan, As Sungai, atau As Pagar yang merupakan 
batas antara bagian Kapling atau pekarangan yang boleh dan tidak 
boleh dibangun bangunan-bangunan.  
2. Garis Sempadan tersebut ditentukan terhadap bangunan yaitu :  
a. Garis sempadan Muka Bangunan yaitu jarak dari muka bangunan 
dengan As jalanan diambilkan :  
- Jalan Provinsi = 15 meter 
- Jalan Kabupaten = 8-12 meter  
- Jalan desa/ lingkungan = 4-6 meter  
b. Garis sempadan sampingan dan belakang bangunan yaitu jaraj 
antara rumah dengan rumah disampingnya maupun dibelakangnya, 
diambil 4 meter- 5 meter. 
c. Garis sempadan pagar yaitu jarak perletakan pagar kepinggir jalanan 
(selokan) diambil : 
- Jalan 10 meter keatas = 1,0 meter 
- Jalan 6 meter-10 meter = 0,5 meter 




Petugas Dinas Pekerjaan Umum Bapak Kahar menjelaskan pada wawancara 
yang dilakukan pada tanggal 16 januari 2014 :  
“Dinas PU keluar mengukur lokasi dengan ketentuan sempadan yang 
telah diatur apabila telah sesuai maka akan dikeluarkan rekomendasi. 
Namun jika tidak sesuai akan dikeluarkan penolakan” 
 
Garis sempadan tersebut merupakan salah satu syarat diterbitkannya 
rekomendasi kepada Kantor Pelayanan Terpadu. Kemudian selain itu gambar 
rencana bangunan juga merupakan salah satu syarat. Apabila telah sesuai maka 
rekomendasi akan diterbitkan. 
Gambar rencana bangunan dibuat oleh seorang arsitek. Di Kabupaten 
Soppeng sulit menemukan seorang arsitek untuk menggambar rencana bangunan 
yang akan dibuat. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pegawai Dinas 
Pekerjaan Umum dengan menyediakan arsitek yang kemudian ditawarkan kepada 
pemohon.  
Menurut Bapak Makmur Demma, : 
“Gambar rencana bangunan yang akan dibuat saya percayakan 
kepada petugas Dinas PU yang datang mencek lokasi bangunan 
saya. Karena saya termasuk orang yang sibuk untuk mengajar, maka 
tawaran dari petugas tersebut saya terima. Berhubungan juga arsitek 
disini susah ditemukan. (wawancara tanggal 17 januari 2914)”.  
 
 Hal serupa juga dijelaskan Bapak H. Rusman 
“Gambar rencana bangunan saya serahka kepada petugas Dinas 
Pekerjaan Umum dengan biaya kekeluargaan (wawancara tanggal 16 
januari 2014).’ 
 
 Gambar rencana bangunan merupakan salah satu persyaratan untuk 
mengajukan permohonan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan namun di Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng memberikan keringan kepada masyarakat, 
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apabila masyarakat yang belum memilki gambar rencana bangunan berkasnya akan 
tetap diproses, dengan pertimbangan profesi arsitek di Kabupaten Soppeng masih 
sulit untuk ditemukan. Yang mengetahui hal tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum 
maka dari itu meskipun belum memilki gambar rencana bangunan peninjauan lokasi 
tetap dilaksananakan. 
 Kepala Seksi Pelayanan Ibu Hj. A. St Halija, menjelaskan  
 “Pemohon IMB harus melengkapi semua berkas kecuali gambar 
rencana bangunan yang nantinya akan dibuatkan oleh Dinas 
Pekerjaan Umum, namun berkasnya akan tetap diproses (wawancara 
tanggal 18 januari 2014)”. 
 
 Kantor Pelayanan Terpadu memberikan kemudahan kepada masyarakat 
dengan tidak membebankan adanya gambar rencana bangunan kemudian 
berkasnya akan diproses. Namun dinas Pekerjaan Umum tidak memberikan 
transparansi mengenai biaya gambar yang dibuat untuk keperluan pemohon. Hal 
tersebut dipertegas oleh Bapak Sumarwin 
“Saya tidak tau pasti berapa biaya gambar saya tersebut karena saya 
saya membayar Rp 1.500.000 yaitu pembayaran retribusi dan 
gambar juga sudah termasuk uang terima kasih yang disebutkan 
petugas Dinas PU tersebut (wawancara tanggal 17 januari 2014)”.   
 
 Penawaran pembuatan gambar rencana pembangunan yang sesuai dengan 
sempadan merupakan kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dikarenakan 
kurangnya arsitek di Kabupaten Soppeng namun yang menjadi kendala tidak 











5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian pada Bab IV pembahasan maka dapat 
disimpulkan bahwa :  
1. Sistem Pelayanan Satu Pintu di Kantor Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Soppeng bersifat semu. Karena pada dasarnya sistem 
pelayanan satu pintu tidak lagi berurusan dengan instansi teknis 
yaitu Dinas Pekerjaan Umum melainkan pada kantor Pelayanan 
Terpadu tersebut terdapat perwakilan dari dinas Pekerjaan Umum 
yang berkantor disana. Namun pada kenyataannya pegawai Dinas 
Pekerjaan Umum belum berkantor di kantor Pelayanan Terpadu. 
2. Interaksi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng dengan 
masyarakat dibagi menjadi dua yaitu intekrasi admistrasi dan 
interkasi tekhis. Interkasi administrasi langsung melibatkan petugas 
front office kantor pelayanan terpadu Kabupaten Soppeng dengan 
masyarakat dalam proses penyelesaian syarat administrasi 
pembuatan Izin Mendirikan Bangunan sedangkan interaksi teknis 
lebih mengarah hubungan interkasi antara masyarakat dengan 
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Instansi teknis Dinas Pekerjaan Umum dalam peninjauan syarat 
teknisnya.  
 
5.2 Saran  
Sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan terdapat 
beberapa saran yang direkomendasikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Soppeng sebagai penyelenggara pelayanan perizinan khususnya 
Izin Mendirikan Bangunan :  
1. Instansi Teknis Dinas Pekerjaan Umum seharusnya sudah 
berkantor di Kantor Pelayanan Terpadu agar Sistem Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu bisa berjalan sesuai dengan yang semestinya  
2. Penyelenggaraan pelayanan satu pintu yang diterapkan di Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng hendaknya dilakukan 
dalam satu pintu sehingga masyarakat tidak perlu lagi 
berhubungan dengan Instansi Teknis Dinas Pekerjaan Umum.  
3. Sosialisai dan pemahaman mengenai Kantor Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Soppeng yang menerapkan pelayanan satu pintu 
kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan agar masyarakat 
mengetahui kemudahan prosedur yang diberikan sehingga 
masyarakat dapat mengurus pembuatan Izin Mendirikan Bangunan 
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